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Komunitas Pajak vang terhormat,

sehubungan dengan suasana Hari Raya Idul Fitri 1428 H, seluruh
Redaksi Inside Tax mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri,
minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin. Semaga Idul
Fitri ini dapat menjadiintrospeksi diri bagl seluruh umat manusia,
khususnya bagi seluruh instrumen pajak, baik Fiskus maupun
Wajib Pajak, guna kemajuan perpajakan di Incdonesia.

Kehadiran Inside Tax pada edisi perdana ini, terbit sebagai upaya
untuk menjadi media terdepan guna perkembangan perpajakan
di Indonesia. Artikel-artikel yang kami sajikan, kami kemas
dengan melakukan perbandingan perpajakan di negara lain
guna pembelajaran perpajakan di Indonesia.

Adanya Seksi baru dalam jajaran Direktorat Pemeriksaan dan
Penagihan saat ini, yaitu Seksi Transfer Fricing merupakan
langkah teragepan. Di mana hal ini bukanlah sesuatu yang baru
di perpajakan internasional. Transfer pricing merupakan topik
utama dan menjadi pokok pembahasan dalam perpajakan
internasional. Hal ini dikarenakan adanya upaya Wajib Pajak
untuk meminimalkan beban pajak melalui transfer pricing sudah
semakin tidak terkendali dan menyebabkan kerugian negara
dengan jumlah yang tidak sedikit,

Bagaimana dengan praktik transfer pricing di Indonesia? Untuk
itu, pada edisi perdana ini Inside Tax akan membahas segala
sesuatu mengenal transfer pricing. Adapun artikel-artikel yang
kami tampilkan diantaranya Abuse of Transfer Pricing di Indonesia:
Realar Myth?, Abuse of Transfer Pricing melalul Tax Haven Countries,
Advance Pricing Agreement (APA) Sebagai suatu Alternatif
Pemecahan Sengketa Transfer Pricing, dan artikel lainnya yang
berkaitan dengan transfer pricing.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kemunitas
pajak yang telah bersedia untuk menjadi pambaca setia Intide
Tax. Partisipasi dan dukungan dari pembaca merupakan motivasi
utama kami untuk menjadi lebih baik lagi,
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Kehadiran inside Tax semakin
menambah semarak dunia
perpajakan di Indanesia, semakin
barmyak pula artikel-artikel pajak
vang dapat di baca oleh mahasiswa
vang belajar pajak, dosen pajak,
praktisi pajak maupun konsultan
pajak. Setelah saya membaca edisi
perkenalan, Inside Tax memiliki
diferensiasi dibandingkan majalah
pajak yang telah ada. Semoga
dengan dukungan semua pihak,
Inside Tax bertambah maju.

Hendra Wijana

Jurnalis Pajak

Saya mengucapkan selamat atas
terbitnya majalah perpajakan
Inside Tax semoga majalah ini
dapat memberikan informasi dan
ulasan terbaik terutama di bidang
perpajakan, Ekenomi dan Hukum
Daik Nasional maupun Internasional.
Saya yakin bahwa Inside Tax akan
nerkembang menjadi salah satu
wacana perpajakan yang terbaik di
negeri ini, kami mengharap rekan-
rekan mahasiswa, praktisi dan para
pengusaha dapat membaca majalah
yang baik ini,

Doni Budiono, ST..SE., Ak

Kansultan Pajak

Dengan kehadiran Majalah
InsideTax, tentunya akan menambah
deretan majalah perpajakan yang
ada selama ini. Saran: Majalah
InsideTax ticak hanys membahas
perpajakan internasional saja
{khusus). Hal ini tentunya bertolak
belakang dengan motto Majalah
InsideTax sendiri sebagai media
tren perpajakan Indonesia (umum).
Semoga Sukses
Inriadi Jaya Setiadi, Drs, SH, MH
Konsultan Pajak
KKP Jaya Setiadi

Good ide for the Leading Tax
Magazine.
Joyada Siallagan

Kansultan Hukum
LBH PARAMAKARA

Mudah-mudahan majalah
InsideTax makin berkembang dan
isinya makin hebat serta dapat
membentuk pola pikir yang bagus.
Muhammad Ali Shodigin
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Saya kagum dengan majalah
Inside Tax yang mengupas habis
iimu pajak secara blak-blakan dan
komprehensif, Tidak seperti sumber
lain yang (menurut saya) masih agak
pelit ilmu. Salut...

Fabian Abi Cakra, S.Sos.

Menyambut dengan hangat atas
penerbitan media perpajakan Inside
Tax. Dengan melihat kepakaran
para pengasuhnya, saya yakin Inside
Tax akan dapat mengasah dan
memperkaya intelektualitas para
pembacanya. Bravo inside Tax!

P. S5oelistyo, Drs., Ak., DESS - AF

Partner MS Taxex

Insideinbox 3
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Redaks! mernerima sumba
ke, kritik ¢
kirim k= redaks kam
Arthd fa2oing Niaga b
L1, Kelapa _I_-.ll i), fakarts Litara

arau; melaiui emall!

nsidetad@dannydarussalam.com

Banyak media yang mengupas
masalah pajak. Yang pasti, langkah
maju Inside Tax ini sangat penting
untuk membangkitkan masyarakat
untuk lebih proaktif mengungkap
dan menginfarmasikan masalah
pajak. Salam,

Maharsi Dewanto

(Inside

PERWAKILAN PEMﬁS.ﬂHAN

SURABAYA
Doni Budiono, ST, SE, Ak, BKP

Ruka Griya Babatan Mukti 19 Biok A-3
Surabaya (60227) — Jawa Timur

:{031) 70013916, 7534804.7527144

Telp
Fax :(031) 7522172
Email :donib@infopajak.com
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erusahaan  multinasional

(Multinational  Company)

adalah perusahaan yang

beroperasi di lebih satu
negara di bawah pengendalian
suatu pihak tertentu. Apabila terjadi
transaksi di antara mereka maka
transaksi tersebut dapat dikatakan
sebagal transaksi antara pihak-
pihak yang mempunyai hubungan
istimewa. Praktik transfer pricing
umumnya terjadi antara perusahaan-
perusahaanyangmemiliki hubungan
istimewa tersebut. United Nations
Conferenceon Trade and Development
(UNCTAD)  melaporkan  bahwa
diperkirakan jumlah perusahaan
multinasional pada tahun 2000

PERUSAHAAN MULTINASIONAL,
TRANSFER PRICIN ‘
KEPASTIAN HUKU

adalah sekitar 63.000 perusahaan
induk yang mengontrol sekitar
690,000 perusahaan afiliasi di seluruh
dunia.'

Dalamkonteks perpajakan, transfer
pricing digunakan untuk merekayasa
pembebanan harga suatu transaksi
antara perusahaan-perusahaan yang
mempunyal hubungan istimewa
dalam rangka  meminimalkan
beban pajak yang terutang secara
keseluruhan atas grup perusahaan
tersebut.  Pembebanan  harga
yang tidak wajar atas transaksi di
antara perusahaan-perusahan yang
mempunyai hubungan istimewa

L &
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ini mengakibatkan pembagian laba

antara perusahaan multinasional
vang beroperasi di banyak negara
tersebut  menjadi  tidak wajar.
Praktik transfer pricing umumnya
dilakukan dengan cara mengalihkan
penghasilan yang dipercleh oleh
perusahaan multinasional tersebut
ke negara-negaravangdikategorikan
sabagai negara tax hawven atau ke
negara yang tarii pajaknya rendah,
atau ke negara yang ketentuan
perpajakannya banyak Joopholes.
Tentu saja praktik transfer pricing
ini akan merugikan negara-neqgara

= &

di mana perusahaan multinasional
tersebut beroperasi. Oleh karena itu,

banyak negara membuat ketentuan
transfer pricing yang sangat ketat
dalam menjaga penerimaan pajak
mereka, salah satunya adalah
pemeriksaan vyang menghasilkan
koreksi atas transfer pricing.

Adanya koreks| tersebut tentunya
akan menimbulkan konflik tersendiri
apabila dilakukan tidak berdasarkan
fakta dan metode yang disarankan
aleh masyarakat perpajakan
internasional. Dengan  demikian,
permasalahan transfer pricing tidak

ol
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hanya melibatkan antara Wajib Pajak
dan pihak administrasi pajak suatu
negara saja tetapi juga melibatkan
antara dua atau lebih pihak
administrasi pajak suatu negara. Hal
inilahyangmenyebabkan pentingnya
Ketentuan mengenai transfer pricing
di suatu negara untuk menentukan
negara mana yang Rerhak memajaki
labayangdihasilkan oleh perusahaan
vang menjalankan usahanya di
lebih dari satu negara. Disamping
itu, ketentuan transfer pricing juga
merupakan panduan hukum bagi
Wejib Pajak dalam menjalankan

Jadi, jangan
sampatl

Wajib Pajak
dipersalahkan
atas sesuatu yang
tidak diatur

kebijakan  transfer  pricing-nya.
Jadi, jangan sampai Wajibh Pajak
dipersalahkan atas sesuatu yang
tidak diatur.

Bagi Wajib Pajak skema transfer
pricing merupakan hal yang biasa
dilakukan dan sah-sah sajasepanjang
memang diperkenankan dalam
Undang-Undang perpajakan. Di
Indonesia,sebagianbesarperusahaan
multinasional diindikasikan laporan
keuangannyaselalu merugisehingga
tidak membayar pajak penghasilan.
Direlktorat Jenderal Pajak (Ditjen
Pajak] menenggarai perusahaan
multinasional tersebut melakukan
praktik transfer pricing. Akan tetapi,
pernyataan tersebut tidek pernah
disertai oleh bukti’ Dalam rangka
untuk menangkal skema tronsfer
pricing, saat ini Ditjen Pajak telah
mempunyai unit khusus (setingkat
seksi)  dalam  jajaran  Direktorat
Pemeriksaan dan Penagihan, yaitu
sub Direkrorat Pemeriksaan Transaksi
Khusus Seksi Transfer Pricing yang
dibentuk pada akhir Desember 2005
laly,

Tetapi yang perlu diperhatikan
dalam pemeriksaan transfer pricing
Ini adalah adanya kepastian hukum
bagi Wajib Pajak, jangan sampai
terjadi pemeriksaan transfer

1n5|dehead||ne g
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pricing  yang dilakukan di  luar
Karidor  ketentuan  perpajakan
yang berlaku. Prinsip kehati-hatian
dalam pemeriksaan rransfer pricing
Ini juga menjadi perhatian khusus
pemerintah Malaysia karena mereka
sangat selektif dalam melakukan
pemeriksaan tronsfer pricing. Pihak
administrasi pajak Malaysia hanya
akan melaksanakan pemeriksaan
transfer pricing apabila mempunyai
alasan vyang kuat bahwa telah
terjadi obuse of transfer pricing. Hal
ini dilakukan untuk menghindari
terhambatnya usaha pemerintah
dalam meningkatkan investasi dari
luar negeri.’

Tetapi vang perlu diingat oleh
Ditjen Pajsk adalah bahwa masalah
transfer pricing merupakan masalah
yang sangat kompleks. Pembentukan
seksi  khusus  untuk menangani
pemeriksaan transaksi transfer pricing
tidak akan efektif jika tidak didukung
dengan seperangkat aturan tentang
transfer pricing yang komprehensif
karena ketentuan tentang transfer
pricing yang berlaku saat ini belum
mendukung upaya Ditien Pajak
dalam menangani masalah transfer
pricing serta belum memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Pajak
dalam  menjalankan  kebijakan
transfer  pricing mereka. COleh
karena itu, tidak ada salahnya kita
belajar dari negara China dalam hal
transfer pricing, Dalam rangka untuk
menjaga penerimaan pajak (raxable
base) mereka agar tidak terkikis aleh
praktik transfer pricing, China sedang
mendidik 400 pegawal pajaknya
untuk mendalami transfer pricing di
Amerika Serikat.’ Bagaimanae dengan
Ditjen Pajak? € -REDAKS|-
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BmMua perusahaan  bahwa di Indonesia, pada tahun dan keruglan yang terus menerus
Smuitinasicl-nal dijalankan 2002, 70% PMA tidak bayar pajak telal menarik perhatian New Zealand

dengan asumsi untuk karena  laporan  keuangannya infand Revenue Department (IRD), the
mendapatkan laba, secara akal merugi dan disinyalir karena praktik  Srate Administration of Toxation (SAT)
sehat, mereka akan bertahan untuk ilegal dengan cara transfer pricing. China®, Inland Revenue Board (IRR)
menjalankan  usaha  sepanjang HKemudian, pada tahun 2005, Malaysia®, dan Mationa! Tax Bureaus
mereka mendapatkan laba yang terdapat kontroversi bahwa 750 PMA  (NTB) Taiwan™ mengenai indikasi
wajar dari pasar yang tersedia. Oleh  di Indonesia merugi selama lima terjadinya  intercompany  transfer
karena itu, kerugian hanya dapat tabun berturut-turut sehingga tidak  pricing abuse,
diperkenankan untuk jangka pendek  membayar pajak’ Pertanyaannya, Canada  Revenue Agency
saja, dan dengan alasan yang mungkinkah perusahaan yangselalu (CRA} dalam praktiknya hanya
dapat dipertanggungjawabkan. merugi terus menerustersebut dapat memperkenankan 3 (tiga) tahun

Jadi, secara teori, kerugian dalam
rangka menjalankan usaha hanya
diperkenankan untuk jangka pendek,
tidak untuk jangka panjang. Lagipula,
kerugiar dalam jangka pendek hanya
diperkenankan jika terdapat bukti
yang sangat jelas bahwadimasayang
akan datang terdapat potensi untuk
mendapatkan laba yang tinggi.' ladi,
suatu perusahaan yanq independen
tidak akan dapat bertahan untuk
menderita kerugian vang terus-
menerus tanpa melikuidasi usaha
tersebut” Berkaitan dengan rugi
usaha yang diderita cleh perusahaan
multinasional (PMA), ada berita di
salah satu harian yang memberitakan

bertaban hidup?

Qleh karena itu, artikel ini akan
mencoba untuk  membahas i)
bagaimana pihak administrasi pajak
negara lain memandang rugi usaha
dari  perusahaan  multinasional
yang banyak melakukan transaksi
hubunganistimewa, (i) alasan-alasan
apa yang dapat diterima secara
umum apabila suatu perusahaan
mengalami kerugian usaha, dan (i)
penerapan analizis fungsi, risiko, dan
harta dalam penentuan harga pasar
wajar.

Bagaimana Negara Lain
Memandang Rugi Usaha dari
Perusahaan Multinasional?

Meningkatnya

kerugian usaha = .

kerugian sejak perusahaan mulal
beroperasi. Jangka waktu ini juga
telah dikonfirmasi secara positif
oleh Canadian Courts dengan
menambahkan suatu pernvataan
bahwea periode kerugian "carn net losr
farever”

Auvstralian Taxation Office [(ATOQ)
telah menerbitkan TR 97/20 yang
memberikan arahan bahwa kerugian
tidak boleh melebihi jangka waktu 3
(tiga) tahun untuk perusahaan yang
baru mulai beroperasi, Kebijakan ini
diambil dengan mengutip keputusan
dari - Germgny  Federal Tax Court




tanggal 17 Februari 1893 °

Netherlands Tox Autharities tidak
akan memperkenankan kerugian
atas perusahaan yang baru mulai
beroperasi jlka dari awal beroperasi,
perusahaan  tersebut tidak  akan
pernah memperoleh laba di masa
yang akan datang. Hal ini dapat
diketahui dari  proyeksi lsporan
keuangan perusahaan di masa vang
akan datang."

France  Tax  Authorities dalam
audit transier pricing akan meneliti
laporan keuangan perusahaan vang
berdomisifi di Perancis dan berusaha
untuk mendapatkan akses laporan
keuangan grup perusahaan yang
berdomisili di luar Perancis untuk
meneliti  konsistensi  laparannya.
Mereka juga akan mengliti laba
yvang direalisasi di negara lain dl

mana grup perusahaan tersebut
berdomisili. Jika diketemukan
fakta bahwa hanya perusahaan

yang berdamisili di Perancis yang
mengalami  Kerugian, maka pihak
pajak akan mempertanyakan
kebijakan transfer pricing dari grup
perisahaan tersebut,

Sebab-sebab Kerugian Usaha Pada
Umumnya

a, Rugi usaha perusahaan vang baru
beroperasi {start up losses)

setiap perusahaan pada tabap
awal baroperasi pada umumnya
mengatami  kerugian. Mengenal
jangka waktu kerugian usaha
ini tergantung dari jenis industri
masing-masing. Contoh, jangka
waktu kerugian tahap awal untuk
perusahaan dagang, perusahaan
jasa,  perusahaan manufaktur
produk, dan perusahaan
parkebunan tentu akan berlainan.
Ketidakmampuan  manajemen
dan gangquan wusaha poor
management and redundancies)
Ketidakmampuan manajemen
untuk menghasilkan laba di awal
usaha adalah hal yang lumrah. Hal
N bisa terjadi jika tim manajemen
yvang barudibentuk tidak memiliki
pengalaman untuk menjalankan
bisnis tersebut sehingga usaha
yvangdijalankantidakefsien. Untuk
mengatahui kondist ini bisa dilihat
dari seringnya karyawan yang
keluar dan masuk perusahaan,
Kemudian, untuk meneliti adanya
gangguan dalam usaha dapal
melihat apakah banyak kapasiias

o
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menganggur dar  mesin
dimiliki oleh perusahaan.

€. Strateg! bisnis (deliberate businass

strareqies)
VUl samping Kerugian saat awal
usana, strategi usanha yang
dijalankan ¢leh perusahaan dapat
menjadikanperusahaanmenderita
kerugian. Hal ini dapat terjadi jika
perusahaan untuk mendapatkan
pangsa pasar yang lebih besar
atau memasuki pasar yang haru
menjalankan  strategi  promaosi
dengan harga jual dibawah harga
pasar atau mengeluarkan biaya
promasi vang besar. Akan tetapi,
pada umumnya strateqi usaha ni
hanya untuk jangka pendek saje.

d. Kondisi ekonomi yang sedang

mengalami penurunan (econamic
dowrnturas)
Resesi EHONDTH dapat
menyebabkan penurunan  darl
permintaan terhadap barang dan
jasa,sehinggadapatmenyebabkan
perusahaan merugi,

e. Tahapan atau siklus usaha {stage
in business and industrial life cycle)
Siklus  usaha pada umumnya
meliputi 4 tahapan dan awal
sampal axhir, yaitd, the poneer,
growth, mature, den dechine phases
Pada tahap pioneer, masih ada
<efaguan apakah produk dapat

yang
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diterimadipasardanimplementasi
strategi usaha masih belum jelas,
Madatahapinikegiatan usahaakan
berisiko tinggi untuk gagal dan
rugi, Pada tahap growth, produk

kelangsungan usaha {going-
concern) perusahaan tersebut,
| Dampszak kebijakan pemerintah
(effect of government policies)
Intervensi  pemerintah  seperti

Pada umumnya entitas yang paling banyak
menanggung risiko berhak untuk mendapatkan
kompensasi (imbalan) yang wajar atas keuntungan

atau berkewajiban untuk menanagung kerugian atas
rsiko tersebut

sudah dapat diterima gleh pasar
gan pertumbuhan penjualan dan
penghasilan  mulai
Kemudian pada tahap mature tren
incustri sejalan dengan kondisi
ekonomipada umumnya dan para
pelaku usaha sedang dalam tahap
berkompetisi untuk mendapatkan
pangsa pasar saat industri dalam
kondisi  stabil,  Terakhir, pada
tahap decline, pelanggan mulai
beralih terhadap produk yang
l2in karena faktor cita rasa atau
teknologi  yang berkembang,
sehingga permintaan terhadap
pracdulk menurun, Hal ini dapat
menyebabkan perusahaan
mendearita kerugian. Cleh karena
tahapan-tahapan tersebut adalah
tahapan yang umum dihadapi
oleh perusahaan, pihak pajak
dalam melakukan penelaahan
kewajaran  alokasi penghasilan
seharusnya menggunakan data
beberapa tahun (multiple year
datal untuk mendapatkan kondisi
perusahaan yang sebenarnya.

f. Risitko keuangan yang besar
iexcessive nancial risk)
Risiko keuangan termasuk risiko
atas kredit yang tidak tertagih
kepada pelanggan. Kemudian
risikoatasselisihkurstimbul karena
mata uang untuk melakukan
pembayaran  kepada supplier
bhorbeda dengan mata vang vang
diterima dari pelanggan. Untuk
menelit: perusahaan yang sedang
menghadapi risiko keuangan yang
tinggi maka dapar dilihat dan
laporan atau diskusi mengenai

meningkat.

kontrel harga, kontrol suku
bunga, pembatasan penggunaan
teknologi  dan  jasa,  subsidi

terhadap sektor usaha terteniu,
dan kontrol terhadap nilai tukar
dapat menyebabkan kerugian
usaha,

Penerapan Analisis Fungsi, Risiko,
dan Harta dalam Penentuan Harga
Pasar Wajar

Konsep ekonomi yang paling
penting dari harga pasar waja: jarm?
lenght price; adalah bahwa tujuan
suatu perusahaan didirikan adalah
untuk memaksimalkan laba. Setiap
entitas  usaha pasti (i memiliki
keinginan untuk menghasilkan laba
dari transaksi yang dilakukannya
dengan memperoleh kompensasi
[imbalan} yang layak atas fungsi-
fungsi usaha yang dijalankannya, {ii}
setiap entitas usaha pasti memiliki
risiko dalam menjalankan usahanya
sebanding dengan fungsi usaha
yang dilakukannya (dalam konteks
perusahaan multinasional, jangan
sampal rnistko hanya ditanggung
oleh satu entitas saja), (i) setiap
harta yang digunakan oleh entitas
usaha pasti memberikan kontribusi
dalam menjalankan fungsi usaha
vang dilakukannya. Ketiga konsep
tersebut di atas mearupakan konsep
vang paling meandasar dalam teor
transfer pricing. Dengan demikian
dalam teorn f(ransier pricing. analisis
fungsi, risiko dan harta merupakan
hal yang penting untuk dilakukan

dalam menganalisis kewajaran harga
pasar wajar yang diterapkan suatu
entitas usaha, Analisis fungsi adalah
suglu proses untuk mengidentifikasi
entitas usaha mana vang melakukan
suatu fungsi dan menilai kompensasi

(imbalan) yang seharusnya diberikan

atas fungsi yang telah dijalankannya.

Analisis  risiko  adalah  dengan

mengidentifkasi entitas vsaha mana

yang seharusnya menanggung risiko
usaha dan bagaimana menghitung
rsiko  tersebut  dan  dampaknya
terhadap  transfer  price Fada
umumnya entitas yang paling banyak
menanggung risike  berhak untuk
mendapatkan kompensasi limbalan)
yang wajar atas keuntungan atau
berkewajiban  untuk  menanggung
kerugian atas risiko tersebut,
Perusahaan  multinasional  dalam

menjalankan operasi usshanya di

negara lain pada umurminys melalu:

2 Distributor murmi (imerely distiibuton
Perusanaan inl hanya menjalankan
jual beli barang dengan tidak
memberikan nilai tambah terhadap
produk yang dijual. Oleh karena
yang dilakukan hanya menyalurkan
Darang vang dijual, maka risiko
usana yang dimiliki sangat kecil,
Karenasifatnyatersebut perusahaan
jenis ini pada umumnya hanya
menghasilkan laba yang kecil dan
konstan'sertatidakakan menderita
kerugian dalam jangka menengah
dan jangka panjang. Pengecualian,
kerugian dapat diterima  hanya
pada masa baru berdin untuk
memperluas pangsa pasar.'”

o Distributor terintegrasi {fully fledge
distributors)

Perusahaan ini membangun relasi
yang kuat dengan pelanggan dan
dapat juga dengan memberikan
nilai tambah berupa pemberian
jasa tambahan atas produk yang
elah dijualnya. Perusahaan dalam
hal ini odak hanya melakukan




fungsi menyalurkan produk yang

dijual tetapi juga melakukan fungsl

pemasaran dan penjualan  wntuk
mendapatkan  pelanggan  yang
lebih banyak lagi.

Low risk manufacturer atau contract

manufacturer

Ferusahaan jenis ini mempunyal

risiko usaha yang kecil dalam

menjalankan  kegiztan usahanya,

Esenst dari wusaha ini adalah

perusahaan induk di luar negeri

yang menanggung risiko keuangan
dan risiko pasar atas penjualan
car produk tereebut, Perusahzan
induk adalah pemilik lisensi dan
bertangoung jawab penuh atas
pemasaran dan penjualan barang
sampal ke pelanggan.” Dalam
prakik  umum  yang  berlaku,
persedidan barang dagang dan
akuva rtetap urtuk  berproduksi
juga disediakan oleh perusabaan
induk. DI Meksiko, kegiatan yang
memerukan labour-intensive ini
disebul  dengan Maguiladora.
feksiko menetapkan sarfe
harbour fest untuk menentukan
penghasilan xena pajak adalah

minimal dar jumiah berikut di

bBawah ini (mana lebih besar

antaraj.

- 6%% dan nilal harta yang
digunakan unwk menjalankan
usaha Maguiadora di Meksiko,
termasuk nilai aktiva tetap dan
persediaan barang dagang yang
dimiliki oleh perusahaan induk
yang berhublngan erat dengan
oroses produksi di Meksika: atau

« 5,5% dari beban pokok penjualan
dan beban opperasional, tetapi
tidak termasuk bebhan keuangan
danlaba atau rugi selisih kurs,

Padaumumnyapihakpajakdibanyak

negara akan mempertanyakan jika

terjadi kerugian bagi perusahaan
dengan risike wvang rendah inl

Secara akal sehat, perusahaan

tidak akan menerma order untuk

memprodukst  barang  kalau
diketahui dari sejak semula bahwa
produksi  tersebut  tidak  akan
menghasilkan laba operasi, Akan
tetapi, kerugian bisa saja terjadi
karena adanya risika usaha dari
contract manufacturer  yaitu  jika

terjadi penurunan  permintaan
vang menyebabkan penurunan
kapasitas  produksi™  sehingga

hasil dar penjualan tidak dapat
menutup beban tetap (fived cost)
perusahaan.

Di Indonesia, ketentuan perpajakan
atas contract  manufacturing
saat inl hanya mengatur untuk
Industri mainan anak-anak dengan
menetapkan norma penghitungan
KFLISus untuk menghitung
penghasilan neto adalah sebesar
M darn jumlah  seluruh  biaya
pemouatan atau perakitan barang
tidak termasuk biaya pernakaian
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bahan baku direct matenols

3, Fully Fledged Manufactrer

Perusahaan manufaktur  Ini
mefakukan fungsi dari (i) pembelian
Bahan  baku, i)  penyimpanan
bahan baku, (i) memproduksl
barang jad, (iv) mencari pelanggan,
W] melakukan penagihan, serta
il mendistribusikan barang jadi
tersebunt. Atas fungsi vana dijalanxan
tersebil berarti perusahaan
jenis i menangqgung risiko atas
pemblayaan atas persediaan bahan
maku, risiko atas keusangan bahan
baku, risike atas tidak diterimanya
barang di  pasaran, risko  tidak
tertagibinga piutang, serta risiko atas
klaim dari pelanggan alas garansi
yang telah diberikan, Perusahaan
manufaktur iniberhakmendapatkan
kormpensasi yang favak atas fungs
yang dijalankannya dan risiko yang
mungkin timbul atas usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia, kerugian yang berkelanjutan atas PMA masih dalam
sebatas wacana saja dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah
untuk perbaikan legislasi dan kebijakan atas indikasi abuse of rransfer
pricing. Pihak administrasi pajak negara lain pada umumnya akan
mempertanyakan kebenaran perusahaan yang banyak melakukan
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Jika
mengalami kerugian lebih dari 2 (dua) tahun sejak mulai beroperasi.

Kerugian usaha yang umum terjadi adalah karena (i) perusahaan baru
dalam tahap mulai beroperasi, (i) ketidakmampuan manajemen dan
adanya gangguan dalam usaha, (iii) strategi bisnis untuk mendapatkan
pangsa pasar yang lebih besar, (iv) kondisi ekonomi yang sedang
mengalamipenurunan, {v)tahapansiklus usaha yang sedang menurun,

(vi) risiko keuangan yang besar, serta (vii) yang terakhir adalah adanya
intervensi dari pemerintah, Untuk peneta pan harga pasar yang wajar,

analisis dari fungsi, risike, dan harta yang digunakan adalah konsap
yang paling penting. Dengan melakukan analisis atas faktor-faktor
tersebut, maka diharapkan dapat diketahui kewajaran dari kompensasi
{imbalan) yang seharusnya diperoleh atau kerugian vang seharusnya
dibebankan ke suatu entitas usaha, Biharapkan, pemerintah segera
menerbitkan ketentuan secara detail tentang aturan-aturan transfer
pricing untuk menghilangkan abuse of transfer pricing di Indonesia
dan memberikan kepastian hukum bagi PMA, Dengan diterbitkannya
Ketentuan tersebut diharapkan dapat terungkap apakah cbuse of
transfer pricing di Indonesia adalah real or myth. @
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PENDAHULUAN

“...when conditions are made
or imposed between two associated
enterprises in their commercial of
financial relations which differ from
thiose which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, bul, by regson of
thase conditions, have not so accrued,
may be included in the profit of that
enterprise and taxed accordingly.”
-Article 9, OECD Model Tax Convention

Masalah transfer pricing
merupakan isu yang tidak pernah
kering dalam kamus administrasi
perpajakan  modern,  khususnya
untuk negara berkembang, vang
celalu dalam posisi “dikalahkan” aleh
lawan transaksinya yang umumnya
berasal dari negara maju (developed
coUnNtries).

Tulisan ini mencoba
menqungkapkan keadaan terkinidari
1su transferpricing, khususnya ditinjauw
dari sudut administrasi perpajakan.
Penulis  berharap  informasi  ini
dapat menggugah para pengambil
keputusan untuk lebih bersifat tegas
dalam mengambil langkah-langkal
slrategisyangdiperiukan agarnegara
berkembang mendapat “fair share of
taxes” dan transaksi ekonomi yang
dilakukannya dengan mitra dagang

yang berasal dari negara maju.

SULIT DIBUKTIKAN?

Beberapa dekade yang lalu, dalam
salah satu kesempatan mengikuti
tugas belajar di Oopleiding institute
van Financien, The Hague, penulis
mengikuti  kuliah  "internationa!
Taxation"yangdiberikan oleh Prof, Dr.
SljbrenCnossen. Setelahmenjelaskan
materi kuliah yang sarat dengan
metode berbagai cara mengatasi
masalah transfer pricing, beliau
mengatakan bahwa: “._.masalah
transter pricing sangat mudah untuk
diterangkan di depan kelas, tetapi
sangat sulit membuktikannya dalam
praktik nvata sehari-hari.  ltulah
sebabnya saya lebih memilih men|adi
dosen, ketimbang menjadi pegawai
pajal..."

Dua puluh dua tahun sudah
berlalu sejak pernyataan itu, dan saat
ini kita mazih saja mendengar berita
tentang praktik transfer pricing yang
terjadi di berbagai belahan dunia,
termasuk di Indonesia.
PRAKTIK TRANSFER PRICING

Selah satu kasus transfer pricing
yang terjadi dan baru-baru ini
diungkapkan kembali oleh Majalah
Kontan adalah kasus dugaan korupsi
Gunung Bayan yang di buka kembali
(lihat Sigit Rahardjo, Hans Henricus
Benecditus, Kontan, Edisi 1 Oktober

2007) di mana Bupati Kutai Barat
Ismall Thomas mengadukan dugaan
praktik rransfer pricing di Gunung

Bayan melalui pembentukan
perusahaan pembeli di Malaysia.
Kasus sejenis bukan tidak

mungkin terjadi di berbagai tempat
di tanah air kita tercinta ini. Simak
saja misalnya pernyataan Dr. Yusuf
Anwar, mantan Menteri Keuangan
Republik Indonesia, yang permah
mengungkapkan di depan sidang
DPE  (Komisi 1X) dalam tahun
2005 bahwa 'ratusan perusahaan
penanaman modal yang beraperasi
di Indonesia selalu menyatakan
rugi  bertahun-tahun dan  belum
sepenuhnya membayar pajak....".
Salah satu ciri prakiik transfer
pricing yang biasa dikenal dalam

literatur perpajakan adalah
memperkecil  harga  jual  per
unit barang, dan memperbesar

harga beli bahan baku, Praktik ini
mengakibatkan perusahaan akan
cenderung  menyatakan  kerugian
usaha pada |aperan SPT-nya di akhir
tahun pajak.

PENELITIAN PARA AHI

Professor Simon J. Pak, secrang
ahli keuwangan dari Pennsylvania State
University at Great Valley, dan John
5. Zdanowicz, Direktur pada Pusat
Perbankan dan Lembaga Keuangan
dari Flarida International University,
pada tahun 2002 memperkirakan
akibat dinaikkannya harga barang-
barang yang di impor (overpriced
imparts) dan diturunkannya harga
barang-barang vang di ekspor
\underpriced exports) menyebabkan
perusahaan-perusahaan aerhasil
mernangkas pajak sebesar 53 milyar
dollar, Angka ini berarti kenaikan
19% dari penggelapan pajak yang
tidak dilaporkan tahun 2000, atau
kenalkan sebesar 89% dari pajak-
pajak yang tidak difaporkan tahun
1993,
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Baru-baru ini, Tax Justice Netwiork,
sebuah  lembaga  LSM yang
dipimpin oleh Or. David Spencer
merekomendasikan perlunya
membuat suatu kajian dampak
ekonomi atas praktik transfer pricing,
khususnya akibar ekonomi dari
hilangnya sumbear pajak yang dialami
negara-negara berkembang karena
praktik tersebut dan  kebijakan
ekonomi yang paling tepat untuk
memerangi praktik yang merugikan
in,

Lebih jauh, fTax  fustice
Network  menyarankan  perlunya
dilakukan evaluasi atas efektivitas
metode "arm’s length price” yaitu
membandingkannya dengan ber-
bagaimetaode-metcde lainnyasepert!
“combined reporting with formulary
apportionment within federal states
of USA,, termasuk metode yang
digunakan dalam praktik untuk
memecahkan permasalahan
"corrésponding  adjustment”  yang
dilakukan oleh Competent Aurhariries
di bawah perjanjian pencegahan
pajak berganda internasional.

Tox  Justice  Merwork,  yang
menggunakan  istilabh  teansfer
mispricing” untuk mengqungkapkan
kejengkelannya terhadap kegiatan
vang merugikan perpajakan  ini,
menyarankan perlunya perusahaan-
perusahaan multinasicnal
ipenanaman  modal  asing) men
“disclosure” pembayaran  pajak-
pajak internasionalnya, dengan
cara  mewajibkan  perusahaan
asing tersebut menyajikan laporan
perpajakan COUNIry
ke dinas pajak di masing-masing
negaa dan mewajibkannya
mengungkapkan informasi  dasar
(basic  information) mengenai
kegiatan usaha yang dilakukannya di
negara di mana pérusahaan teriebut
beroperasi.

couniry-oy-

Bagaimana dengan pengaturan
masalah transfer pricing di Indonesia?
Jujur saja, saatini tidak terlalu banyak
yang dapat dilakukan dengan
peraturan perpajakan yang berlaku,
Boieh dikatakan, Indonesia masih
tertinggal dibandingkan negara
tetangga kita seperti China dan
India.

Satu-salunya  peraturan  per-
pajakan wang mengatur entang
transier pricing adalah aturan lama
yvang dikeluarkan tahun 1993 berupa
keputusan Direktur Jenderal Pajak
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untuk memerangl masalah transier
pricing dibidang “intangible property”
dengan menambahkan satu ayat
baru dalam Pasal UU PPh 2007 yang
berunyi:

“In cases where a taxpayer has
made a aeal of intangible property
transfer or use with its related parties,
and in doing 50, has not set charged
ar paid the arm’s length price, tox
authorities may adjust the transfer
price by referring ta the price unrelated
parties may have agreed upon”

Atau, barangkali perlu juga untuk
melihat praktik di negara Amerika
Latin  seperti  Argentind yang
mulai mengkombinasikan metode

“Masalah transfer pricing sangat mudah untuk diterangkan di depan kelas,
tetapi sangat sulit membuktikannya dalam praktik nyata seharr-hari.

Itulah sebabnya saya lebih memilih menjadi dosen, ketimbang menjadi
pegawal pajak .. - Prof. Dr. Sijbren Cnossen -

Nomor Kep O01/PL7/19%3 vyang
dijabarkan dalam bentuk Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor  SE-04/P).7/1993 tentang
Petunjuk Penanganan Kasus-kasus
Transfer Pricing. Selama hampir 14
tehuntidakada perubahan mendasar
dalam peraturan perpajekan kita,
kecuali ketika UU Pajak Penghasilan
2000 memperkenalkan program
APA {Advanced Pricing Agreement).
Program yang dimaksud untuk
menangkal praktik transfer pricing ini
ternyata tidak berjalan efektif, karena
tidak dikuti dengan peraturan
teknis lainnya seperti penerbitan
DER (Cebr Laquity Hatio} atau aturan
untuk mencegah terjadinya “thin
capitaizarion’, serta aturan penting
lainnya.

Penulis berpendapat Darangkali
kita perlu melihat bagaimana
negara berkembang lainnya sepert
China melakukan upaya memerang
masalah ini,

Salah satu hal vyang menarik
uniuk dikaji adaleh upaya China

konvensional dalam  memerangi
masalah transfer pricing inl dan
memperkenalkan model “the sixth
method, yang menyerupal model
optimalisasi pemungutan pajak di
Indonesia untuk bidang industri
kelapa sawil.

Harapan penulis, model apapun
vang akan dipilih, pasti  akan
berdampak kepada meningkatnya
penerimaan  negara dar sektor
perpajakan, khususnya dari incustri
penanaman modal asing, mengingat
berdasarkan  suatu  penelitian  di
Inggris, cost benefit ratic potens
koreksi pajak yang dihasilkan atas
kegiatan fax oodit untuk  Kasus
transter pricing dapat mencapai 1:240
dibandingkan hasil koreksi audit
hiasa yang hanya mencapai 1:29!

T Semagd......... @



¢ Insideheadline

InsideTax |Edis ' Mowember | 2007

T T

r. .l, ';' I:-ll IJ,"I '];l'(;|:l:'lf ;PH JP
(i l'~|'|||'f ra“ ||'F"| -
--@'!s.frm A
Wi H ST ]
(i '---i A

.lI"l ]
faqile ||...l'.t I%
]

II l[ﬁ.'[ I'l|lr"' 7 ' i A

Pncmg Agreement (AP

|:|I|p

Advance

|l1| 1l | |i!|l

If Jullllllf'f bb‘ i '_”" J ,.L.!J.:II.IJ,JJ.II; D2, 1048

J|I|!| fIHI|I I|:||||'|!Jr' ||w| ! r, |rf|' :| ' I_-"”:' I jl CAREy: 2 :Jj -
“”I' i |I'|,|' | | | f _?.IIILI.M.F J_rjd;“hf ~dy =4
LT e AL R

L LU e Tae

|fl|

1. TRANSFER PRICING DAN ADVANCE
AGREEMENT (APA)

Dalam era perekonomian yang telah mendunia ini,
transfer pricing telah menjadi isu utama baik bagi Wajib
Pajak maupun pihak administrasi pajak. Ketentuan
mengenal fransier pricing akan menentukan negara
mana yang berhak untuk memajaki laba yang dihasilkan
oleh perusahaan yvang menjalankan usahanya di lebih
dari satu negara. Lebih dari 60% nilai perdagangan
di suatu negara dihasilkan dari transaksi  yang
berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan
menggunakan skema rransfer pricing. Penerimaan
pajak atas penghasilan dari perusabazan multinasianal
ini merupakan bagian penerimaan pajak vang sangat
signifikan dari total penerimaan pajak di negara-negara
termpat perusahaan multinasignal tersebut beroperasi,”
Bagi perusahaan multinasional, isu transfer pricing
merupakan isu yang sangat penting. Jax planning atas
transfer pricing menduduki skala prioritas vtama pada
perusahaan multinasional” Skema yang biasa dilakukan
oleh perusahaan multinasional dalam praktik wansfer
pricing adalah dengan cara mengalihkan laba mereka
dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang
tarif pajaknya rendah. Untuk mencegah pengalihan atas
laba kena pajak tersebut maka pihak adminisirasi pajak
di berbagal negara membuat aturan transier pricing
vang ketat seperti penerapan sanksl atau hukuman,
pemeriksaan pajak, penelitian dengan cermat terhadap
heberapa slemen biayva, dan persyaratan dokumentasi
rerhadap perusahaan vang melakukan praktik transfer
preing.

Walaupun OECD telah mengatur dan membuat
petunjuk pelaksanazan mengenai rram?cr pricing yang
dituangkan dalam OECD Transfer Fricing Guidelines

BRICING

for Multinational Enterprises and Tax Admunistrations
selanjutnya disebut OECD Guidelines) namun konflik
atau perselisihan antara Wajib Pajak dengan pihak
administrasi pajek dan antara pihak administrasi pajak
suatu negara dengan negara lain masih saja terjadi.
Dengan adanya ketentuan fransfer pricing yang ketat
yang diterapkan di banyak negara mengakibatkan
sering terjadi koreksi rransfer pricing vang dilakukan
sepihak oleh masing-masing negara, Koreksi transfer
pricing yang sepihak ini tentu akan berdampak terhadap
adanya economic double taxation yang tidak mudah
untuk diselesaikan melalui mekanisme corresponding
agpustment seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2)
maupun melalui Murual Agreement Procedure (MAP)
yang diatur dalam Pasal 25 dari OECD Made! Convention
(selanjutnya disebut OECD Model). Dengan tidak
mudahnya penyelesaian konflik transfer pricing melalui
mekanisme corresponding adjustment maupun  MAP
seperti tersebut di atas maka dikembangkanlah skema
penyelesaian lainnya yaitu apa yvang disebut dengan
Advance Pricing Agreement [selanjutnya disebut APA).
Dalam sudut pandang pihak administrasi pajak maupun
Wajik Pajak, APA merupakan suatu alternatif pemecahan
terhadap masalah rransfer pricing dan juga sebagai alat
untuk menghindar konfrontasi antara pihak administrasi
pajeak dan Wajib Pajak serta mencegah terjadinya
sengketa antara pihak administrasi pajak suatu negara
dengan pihak administrasi pajak negara lainnya.-
Selaintujuan tersebut diatas, APA juga bertujuan untuk
mencegah terjadinya pemajakan berganda, mencegah
agar jangan sampal suatu pf}ﬂghﬁﬂ.i!ﬂn tdak kena pajak
di manapun (double non-toxation), dan mengurangi
neban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun bagi
pihak administrasi pajak, Jadi, APA bertujuan untuk
menvyelesaikan masalah transfer pricing dengan repat




serta memberikan proses penyelesaian sengketa transfer

pricing yang dapat diprediksi oleh Wajib Pajak

2, ISU-ISUTERKAIT DENGAN APA
Tulisan ini bermaksud untuk menjawab isu-isu seputar

APA baik dari sudut pandang Wajib Pajak maupun pihak

administras: pajak:

a. Dapatkah APA menyelesaikan permasalahan transfer
pricing? Yaitu, tidak hanya antara Wajib Pajak dengan
pifak administrasi pajak, tetapi juga antara pihak
administrasi pajak suatu negara tempat perusahaan
multinasional tersebut beroperasi dengan pihak
administrasi pajak tempat perusahaan multinasional
tersebut berasal.

b. Lebih menguntungkan APA yang bersifat Unilateral,
Bilateral atau Multilateral?

¢. Apakah manfaat APA bagi Wajib Pajak maupun pihak
administrasi pajak?

d, Dalam kondisi bagaimana seharusnya APA digunakan
oleh Wajib Pajak?

e. Apakah banyak Wajib Pajak yang tertarik dengan APA?

3. APAYANG DIMAKSUD DENGAN APA?

OECD Guidelines, mendehinisikan APA sebagai suatu
skema yang telah disusun sebelumnya terhadap suatu
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa dengan erdasarkan kriteria yang tepat [seperti
metade, perbandingan dan penyesuaian, serta asumsi-
asumsi terhadap kondisi-kondisi yang akan datang)
untuk menentukan harga transfer antara pihak-pihak
wang mempunyai hubungan istimewa tersebut untuk
periode waktu tertentu.” Di Amerika Serikat, berdasarkan
Revenue Pracedure 96-53, APA didefinisikan sebagai suatu
persetujuan antara pihak administrasi pajek dengan
Wajib Pajak mengenai penerapan metode harga transfer
atas alokasi penghasilan, biaya, kredit, atau pengurangan
antara dua atau lebih perusahaan yang dimiliki atau
dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung
olen pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang
sama.” Jadi, APA merupakan suatu kesepakatan yang
dibuat di muka antara perusahaan multinasional dengan
satu atau lebih pihak administrasi pajak suatu negara
sehubungan dengan penerapan metode harga transfer.
Dengan demikian, tujuan APA adalah bagaimana
memajakitransaksiantaragrup perusahaan multinasional
di suatu negara, Hal terpenting dari definisi APA di atas
adalah bahwa APA tidak mengatur mengenai masalah
pencntuan harga, APA hanya merupakan persetujuan
penerapan metode harga transfer dalam kondisi-kondisi
vang dapat diterima.’
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4. APA YANG BERSIFAT UNILATERAL, BILATERAL,

ATAU MULTILATERALY
Berclasarkan pihak-pihak yang terlibat, APA dapat

dibagi menjadi tiga tipe yaitu sebagai berikut ini;®

a. Unilateral APA adalah persetujuan yang menaikat
antara Wajib Pajak dengan satu administrasi pajak
(tipe ini biasanya tidak disukai oleh pihak administrasi
pajak serta tidak memberikan jaminan kepada Wajib
Pajak untuk terhindar dan pemajakan berganda).

b. Bilateral APA adalah persetujuan antara Wajib Pajak
dengan dua administrasi pajak (tipe inl disukai
aleh administrasi pajak negara yang terlibat dalam
persetujuan APA dan juga oleh Wajib Pajak, karena
dapat dipersamakan statusnwa dengan suatu fox
rreaty. Disamping itu, Bilateral APA memberikan
perlindungan maksimal bagi Wajib Pajak terhadap
dampak pemajakan berganda).

¢. Multilateral APA adalah persetujuan antara Wajib
Pajak dengan dua atau lebih administrasi pajak (tipe
ni sekarang banyak digunakan),

Perbedaan yang utama dari tipe Unilateral, Bilateral,
dan Multilateral APA terletak pada jumlah Wajib Pajak
dan pihak administrasi pajak yang terlibat dalam APA.

Dalam kasus Unilateral APA, kemungkinan terjadinya
pemajakan berganda sangat besar karena pihak
administrasi pajak negara lain tidak dilkutsertakan dalam
proses APA sehingga mereka bisa saja tidak menyetujui
APA yang telah dibuat. Sedangkan dalam Bilateral atau
Multilateral APA, pihak administrasi pajak yang terkait
dengan transaksi perusehaan multinasional tersebur
turut serta dalam proses APA. Dengan demikian,
apabila APA tersebut telash disetujui meaka mereka
akan tenkat. Sehingga, apabila terjadi koreksi harga
transfer di suatu negara yang terlibat dalam APA maka
negara lain yana terkait dengan koreksi tersebut harus
melakukan corresponding adjustiment sepanjang koreksi
yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1)
QECD Model. Atas dasar pertimbangan tersebut, QLECD
Guidelines menyarankan APA harus dibuat dalam bentuk
Bilateral atau Multilateral karena adanya jaminan tidak
axkan terjadi pemajakan berganda.” Senada denagan OFCD
Guidelines, pihak administrasi pajak Amerika (IRS) juga
menyarankan bahwa APA harus dibuat dalam beniuk
Bilateral atau Multilateral'" Akan tetapi, untuk membuat
Bilateral atau Multilaferal APA ini membutuhkan waktu

yang lama dan biaya yang tidak sedikit yang harus
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ditanggung oleh Wajib Pajak, Oleh karena itu, dengan
alasan jangka wakiu dan biaya tersebut, Wajib Pajak
cenderung untuk memilih Unilateral APA dibanding
dengan Bilateral APAY

5. DASAR HUKUM MENGENAI BILATERAL ATAU
MULTILATERAL APA

Oleh karena ketentuan transfer gricing pada suatu
negara hanya terbatas pada kasus antara Wajib Pajak
dengan pihak administrast pajak negaranya saja, maka
jika ingin membuat Bilateral atau Multilateral APA harus
merujuk kepada Tox Treaty yang berlaku.  Dalam konteks
hukum pajak internasional, Bilateral atau Multilateral APA
merupakan suatu persetujuan yang mengikat antara
Wajin Pajek dengan dua atau lebib pihak administrasi
pajak, Pada dasarya Bilateral atau Multilateral APA
dikembangkan atas dasar Pasal 25 QECD Model, Hal ini
didasarkan atas bunyi Pasal 25 ayat (3} dari QECD Model
yang menyatakan bahwa pihak administrasi pajak dapat
menyelesaikan sengketa akibat perbedaan penafsiran
atau penerapan dari OECD melalui MAP, serta pihak
administrasi pajak suatu negara juga dapat berdiskusi
dengan pihak administrasi pajak negara lainnva
mengenal upaya penghindaran pamajakan berganda
atas kasus-kasus yang tidak diatur secara spesifik di
dalam QECD Model. Oleh karena alasan tersebur,
Bilateral atau Muitilateral APA termasuk dalam bagian
Pasal 25 OECD Madel, Dalam Bilateral atau Muttilateral
APA, pihak-pihak yang teriibat dalam APA yaitu Waijib
Pajak dan pihak administrasi pajak diharuskan untuk
menandatangani APA yang telah disetujui. Dengan
demikian, isi kesepakatan dalam APA tersebut akan
mengikal pihak-pihakyangteriibat didalamnya sehingga
tidak dapat dirubah eleh putusan pengadilan maupun
oleh suatu judicial review di negara yang terlibat dalam
APA tersebut. Akan tetapi, putusan pihak administrasi
pajak untuk melakukan APA, dapat diuji melalui judicial
review. '

6. APA MANFAAT DAN KERUGIAN APA?

Terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan
vang harus dipertimbangkan dalam penerapan APA baik
bagi pihak administrasi pajak maupun Wajib Pajak.

a. Kelebihan penerapan APA dilihat dari sudut pandang
pihak administrasi pajak

Dengan kerjasama yang lebih baik dalam proses

penyusunan APA make pihak administrasi pajak akan

mendapatkan informasi yang tepat dari Wajib Pajak
secara sukarela. Dengan suasana kerjasama yang baik
itu maka pihak administrasi pajak akan mendapatkan

pemahaman secara menyeluruh  atas  transaksi

internasional  yang  dilakukan  oleh  perusahaan

multinasional tersebut, Dengan Bilateral atau

Multilateral APA akan memberikan solusi terbaik atas

pembagian laba antara negara-negara yang terlibat di

dalamnya. Selain ity, keuntungan yang didapat oleh

pihak administrasi pajak adalah sebagal benkut:

= APA akan memberikan keyakinan kepada pihak
administrasi pajak bahwa mereka memang telah
mendapatkan pembagian laba dan perusahaan
multinasional dengan cara yang tepat.

* Mengurangl biaya untuk pengujian kepatuhan
Wajin Pajak seperti techindar dari penggunaan
wakiu  yang  berlebihan  untuk  melakukan
pemeriksaan atas transaksi ransfer peicing yang
dilakukan oleh Wajib Pajak.

. Kelebihan penerapan APA dilihat dari sudus pandang

Waijil» Pajak.

o Kepastian hukum
Dengan APA, Wajib Pajak dapat menghilangkan
aspek ketidakpastian atas harga transfer yang
mereka terapkan dengan pihak-pihak yang
mampunyai hubungan istimewa sehingga Wajib
Pajak dapat mempradiksi perlakuan perpajakan
berkaitan dengan harga transfer yang mereka
terapkan. Dengan menggunakan APA perusahaan
multinasional dapat membuat perencanaan
strateqis serta penerapan metode fransfer pricing
yang tepat dengan tingkat kepastian yang tinggi,
Tingkat kepastian inilah vang menjadi kelebihan
dari APA. " Hal ini disebabkan karena pada dasarnya
manajemen perusahaan akan lebih  menyukai
kepastian terhadap jumlah beban pajak dibanding
berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang
belum pasti dalam perencanaan pajaknya.

* Mengurangi risiko pemeriksaan transfer pricing
Dengari APA akan  mengurangi risiko untuk
diperiksa aleh pihak administrasi pajak. Walaupun
ada pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan
ersebut hanya bertuwjuan untuk mengetahui
kepatuhan atas APA vang telah disepakati bersama.
Dengan demikian, Wajib Pajak dapat menghindari
inefisiensi biaya dan waktu serta kontroversi
metade transfer pricing vang diterapkan.

* Mencegah nsiko pengenaan pajak berganda
Seperti yang telafi dibahas sebelumnya bahwa
Bilateral atau Multilateral APA merupakan suatu
care yang tepat untuk mencegah pengenaan pajak
berganda. Hal ini disebabkan karena keikutsertaan
dua atau lebih pihak administrasi pajak dalam
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Bilateral atau Multilateral APA akan memberikan
jaminan dalam penyelesaian sengketa jika terjadi
pemajakan berganda akibat adanya kareksi rransfer
oricing.

= Mengurangi persyaratan dokumentas
Atas kesepakalan yang telah dibuat antara Wajib
Pajak dengan pihak administrazsi pajak maka
kewajiban atas dokumentasi dibatasi hanya pada
informasi yang relevan dengan APA,

= Kerjasama
Terciptanya lingkungan vang kondusilf antara
Wajib Fajak dan pihak administrasi pajak dalam
menentukan metode transfer pricing yang topat
tentunya juga akan mendorong terbukanya arus
informasi dari setiap pihak yang terlibat.

= Rollback
OECD menvebutkan bahwa APA memberikan
kKesempatan untuk menerapkan metode fransfer
oricing yang telah disepakati guna menyelesaikan
permasalahan transfer pricong yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya = Dengan demikian,
apabila terdapat roliback, APA dapat digunakan
untuk menyelesaikan permasalahan transfer pricing
yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya dan hal ini
1entu saja akan memberikan suatu kepastian untuk
memecahkan permasalahan transfer pricing.

€. Kelemahan APA dilihat dari sudut pandang Wajib

Pajak

" Kerahasiaan informasi
Informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam
proses APAdapatdigunakan oleh pihak administrasi
pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak
untuk tahun-tahun sebelum APA berlaku.'

* Menjadi perhatian pihak administrasi pajak
Pengajuan AFA oleh Wajib Pajak akan membawa
Wajib Pajak dalam pengawasan administrasi
pajak. Hal ini tentu saja akan mendorong pihak
administrasi pajak untuk menganalisis transaksi
tehun-tahun sebelum adanya APA. Masalah ini
hendaknya dipertimbangkan oleh Wajib Pajak
secard seksama ketika akan mengajukan APA karena
lidak ada jaminan bahwa pihak administrasi pajak
akan menerima permohonan APA yang diajukan
aleh Wajib Pajak.

= Jangka waktu proses persetujuan APA
Wajib Pajak akan banyak kehilangan waktu apabila
prases persetujuan dalam APA tidak tercapai. Di
Amerika Serikat, lamanya proses APA bailk yang
bersifat Unilateral, Bilateral, maupun Multilateral
memerlukan wakiu rata-rata sekitar 24 bulan
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Jadi, APA bertujuan untuk

menyelesaikan masaiah transfer pr'fffng

—

dendan tepat serta memberikan

proses penyelesaian sengketa transfer
pricing yang dapat diprediksi oleh

Wajib Pajak.
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tahun 2000, 23,3 bulan di tahun 2001, 25 bulan
di tahun 2002 dan pada tahun 2003 sekitar 33,7
bulan, ™ Faktor utama yang menyebabkan proses
AFA memakan waktu vang cukup lama dikarenakan
keterbatasan sumber daya, ™ Sama halnya sepert
Amerika Senkat, di Jerman, proses APA juga
memeriukan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun,
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7. WAIIEB PAIJAK
MENERAPKAN APA?

Meskipun  APA  memberikan kepastian terhadap
penerapan metode transier pricing, akan tetapi sangat
disarankan kepada perusahan multinasional untuk
meneliti terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan APA
kasusperkasus. APAdirekomendasikanuntuk perusahaan
yang berbasis teknologi, seperti halnya perbankan,
asuransi dan perusahaan farmasi serta perusahaan
atomotif, APA sangat relevan untuk diterapkan pada
perusahaan yang memiliki aktiva tidak berwujud vang
bernilai 1inggi serta perusahaan yang tidak memiliki
susunan mata rantai yang banyak. Akan tetapi, APA tidak
direkomendasikan untuk perusahaan yang melakukan
agresif rransfer pricing serta yang mempunyail struktur
fransfer pricing yang kanvensianal.®*

MANA YANG SEBAIKNYA

B. AFPAKAH BANYAK WAJIB PAJAK YANG TERTARIK
DENGAN APAT

seperti telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa
APA merupakan instrumen yang terbaik bagi pihak
administrasi pajak dalam memperoleh pembagian
penghasilan dari transaksi tronsfer pricing. Saat ini,
terdapart sekitar 12 negara yang memiliki program APA.”
Jepang merupakan negara anggota OECD pertama yang
menerapkan APA pada tahun 1987, dan kemudian diikuti
aleh negara lain seperti Amerika Serikat (negara kedua
yang menerapkan dan mengembangkan APA di tahun
1991), Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, ltalia, Selandia
Baru, Belanda, Spanyol, dan Inggris.*® Pertanyaan yang




timbul yaitu apakah Wajib Pajak tertarik terhadap APA,
di bawvah ini diuraikan tentang jawaban atas pertanyaan
tersebut.

Ui negara lepang, Wajib Pajak yang menggunakan
APA meningkat secara siginifikan, dalam 3 tahun mulal
dan tahun 2000-2002, terdapat 137 Bilateral APA baru
yang disetujui oleh Pemerintah Jepang, dibandingkan
dengan 13 tahun terakhir pada periode 1987-1999
yang hanya 121 kasus. Peningkatan APA di Jepang ini
menunjukkan bahwa APA telah menjadi tren glabal yang
banyak diminati. Disamping itu, Wajib Pajak juga merasa
puas dengan APA yang telah mereka jalani.** Menurut
penelitian global tentang transfer pricing di tahun 2003
yang dilakukan Ernst & Young bahwa 90% responden
yang telah menggunakan APA  mengatakan akan
menerapkan APA lagi™® jika masa berlaku APA mereka
telah habis.

D Amerika Serikat, menurut laporan IRS pada tahun
2003, bahwa di tahun 2002 sebanyak 85 Wajib Pajak
menerapkan APA (21 diantaranya memperbaharui
APA yang telah mereka lakukan) dan sebanyak 2 APA
diamandemen. Selama 10 tahun terakhir sebelum tahun
2002 terdapat 349 APA dibuat sehingga total jumiah
APA yang dibuat dalam kurun waktu lebih dari 17
tahun sebanyak 434. Secara statistik APA menunjukkan
kenaikan yang konsisten. Di 1ahun 2003, total jumiah
aplikasi APA sebaryak 676"

Di Australia, seperti yang dilaporkan oleh Australion
Taxation Offices (ATO)] pada tahun 2001 dan 2003,
pencrapan APA menunjukkan kenaikan yang konsisten
lkecuali di tahun 2002), Laporan tersebut dapat dilihat
pada Gambar 1 di bawah,™

taambar |

Penerapan APA sampai gdengan 30

=

Tanun Bilateral

Urilateral

2000 12 - 0 16

1997 -1900 ? 3 18
Total 63 39 6 108
Dengan menerapkan  APA, Wajib Pajak  dapat

menghemat biaya-biaya yang terkait dengan transfer
pricing seperti biaya dokumentasi, sanksi pajak, proses
MAP, dan pengadilan. Gambar 2 berikut ini menunjukkan
skenario  penghematan  biaya yang terkait dengan
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transfer pricing antara Wajib Pajak vang menscrapkan APA
dan yang tidak menerapkan APA

MNo. Biaya-biava

Tanga AFA e an AR
i tham frivienm b LERERS  Jdint fuiroan LA |

Diokumentasl dan Bunds atas 125

2 025
kofks! transter pricing

4 . MAParauproses zrbitrasi 2504 .00
Total 132.50 6.25

OECD Guidelines menyebutkan bahwa pemecahan
masalah transfer pricing melalui pemeriksaan adalah
sangat sulit dan tidak efisien baik bagi Wajib Pajak
maupun pihak administrasi  pajak® Mekanisme
pemecahan transfer pricing melalul APA akan memberikan
penyelesaian yang seimbang tidak hanya antara Wajib
Pajak dan pihak administrasi pajak negara domestik saja
tetapi juga antara pihak administrasi pajak suatu negara
dengan pihak administrasi pajak negara lainnya yang
terlibat dalam proses APA, APA menyediakan sebuah
mekanisme yang memperkenankan negara-negara yang
terlibat untuk melakukan kerjasama dalam kerangka
hukum internasional untuk menghindari perselisihandan
meminimalkan beban pemeriksaan pajak atas transaks|
transfer pricing. Akan tetapi, perlu diingat bahwa proses
aplikasi APA memerlukan biaya yang tidak sedikit karena
harus melibatkan ahli-ahli di bidang hukum maupun
ekonomi untuk mempersiapkan materi yang akan

- dibahas secara mendalam dengan pihak administrasi

pajak di negara-negara yang teribat di dalamnya.”
Wajib Pajak harus mempertimbangkan terleblh dahulu

kelebihan dan kekurangan APA sebelum memutuskan

untuk menerapkannya. Merujuk pada publikasi yang
dikeluarkan oleh ATO, penerapan APA bukanlah suaty
penyelesaian yang komprehensif atas permasalahan
transfer pricing * Oleh karena itu perlu diingat bahwa APA
hanya merupakan suatu alternatif dalam penyelesaian
sengketa fransfer pricing. Dengan demikian jawaban
mengenai "apakah APA selalu bermanfaat bagi Wajib
Pajek?" tergantung pada kondisi transaksi yang dilakukan
oleh Wajib Pajak. €
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Fenomena E-Economy

"There is ha nation state and the
barder of the continent become
visihle” begitulah Kenichi Ohmae
menggambarkan millineum 21 ini
sebagai era di mana dunia menjadi
semakin terintegrasi. Sebagian ahli
menyebutnya sebagal xnowledge
ECONQMY, Karena kecerdasan manusia
merupakan driven atas pencapaian
ini. Tren transformasi informasi ke =%

dalam bentuk digital (digitizing), yang
di drive oleh perkembangan internet
sehingga menjadikan era ini juga
disehut sebagai interne! economy.
lohn Tapscott, dalam bukunya
menjelaskan bahwa e-economy ini
mempunyaibeberapasifatantaralain;
knowledge, digitization, virtualization,
molecularization, integration/
Internetworking,  disintermediation,
innovation, globalizahon, dan lain-
l&in.

Keuntungan  yang  diperoleh
dari kemajuan ini tidak lain adalah
tercapainya  efisiensi ekonomi
yang besar melalui  digitalisasi,
karena Lits yang tersimpan dalam
komputer  menjadi bearkurang,
dan  kemampuannya  bergerak
dengan sangat cepat dalam suatu
jaringan, sehingga saat ini fungsi
komputer jauh berkembang dari

=
(Image)



sebatas  perangkat  manajemen
informasi menjadi suatu perangkat
komunikasi,

Fencapaian perkembangan
teknologl informasi ini, direspon
aleh perusahaan dengan melakukan
reengineering yaitu perubahan besar
hahkan cenderung radikal dalam hal
pelayanan, responsivitas, dan inovasi
pelayanan serta berubah menjadi
perusahaan yang berbasis teknologi
informasi,

E-Commerce

E-commerce adalah transaksi bisnis
yang menggunakan internel sebaga
medium, bak antar perusahaan
(B2B} rmaupun antara perusahaan
dengan  konsumen akhir  (B2C)
Contoh transaksi e-commerce antara
lain: perdagangan barang dan jasa
secara on-line, transfer dana secara
elektronik, perdagangan instrumen
keuangan secara on-line trading, dan
penyerahan data secara elektronik
tfile, gambar, photo, informasi, dan
lain-lain).

Forester Research memprediksi-
kan bahwa wansaksi e-commerce
di dunia pada tahun 2003 telah
mencapai 1,3 trilliun US dollar, dengan
rata-rata pertumbuhan 20% pertahun,
Dan ini juga bisa dibuktikan bahwa
para pefaku bisnis ini berhasil masuk
sebagai orang terkaya di dunia, atau
orang yang paling berpengaruh di
dunia, seperti pemilik dan pendiri
Micrasoft, Google, dan lain-lain,
Pemajakan atas Transaksi
E-Commerce

Dalam situasi saat ini, di mana
ataritas  pajak  suatu  negara
nerusaha untuk memperluas basis
pemajakannya, pemajagkan  atas
transaksi e-commerce bholeh jadi akan
menjadi pilihan terbaik, walapun
ketentuan  pajak  yang  khusus

mengalur tentang pemajakan atas
hal ini masih belum ada, Bahkan
banyak pendapat yang menyatakan
bahwa dengan  pertimbangan
tertentu seperti perkembangannya
yang masih bayi dan masih dalam
pertumbuban (infancy and growth)
e-comimerce sebaiknya dibebaskan
dari pengenaan pajak. Paham
ini  didukung oleh Pemerintah
Amerika Serikat dengan menunda
(moratorium) pengenaan pajak atas
transaksi e-commerce.

Dilain pihak banyak juga pendapat
bahwa berdasarkan prinsip netralitas
dan keadilan, transaksi yang
dilakukan melalui media elektronik
seharusnya dikenakan pajak, sama
dengan transaksi yang dilakukan
secara konvensional, sehingga tidak
acda alasan untuk membebaskan
pajak atas transaksi ini,

Perkembangane-commercedisatu
pihak dapat menjadi potensi untuk
meningkatkan penerimaan  pajak
yang disebabkan oleh lahirmya jasa-
jasa baru sehingga akan memperluas
iox Dpase, serta meningkatnya
penerimaan pajak dengan adanya
sistem pengawasan yang lebih baik
dan dengan dukungan teknologi
infarmasi. Namun demikian
e-commerce juga dapat berpotensi
mengan<am  penerimaan  pajak,
vang disebabkan oleh digitalisasi
barang atau jasa, maupun terjadinya
globalisasi ekonomi,

Karena keunikannys, banyak
tantangan dalam upaya mengenakan
pajak atas transaksi e-commerce, hal
ini terkait dengan: (i) jurisdiction
ketikamenentukanlokasikegiatan, (i)
identification mengingat pengguna
yang tidak dikenal (anonymous), dan
(i) enforcement mengingat tidak
adanya bukti dan perantara.

Perdebatan mengenai aspek
perpajakanatastransaksie-commerce,
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terpusat pada beberapa isu penting
valtue:

1. Pajak langsung
Penghasilan] yang meliputi:
a. Hak pemajakan berdasarkan asas

(Pajak

domisili wersus asas sumber,
dengan konsekuensi;
Domisili  dapat dipindahkan

dari negara dengan tarif pajak
tinggi, ke suatu negara dengan
tarif pajak rendah.
Negara sumber  mempunyai
hak  untwk  mengenakan
pajak hanya jika penqghasilan
e-connmerce tersebut diperolch
melalui Bentuk Usaha Tetap
(BUT),

« Sedangkan BUT adalah konsep
yang terbentuk berdasarkan
territorial, dalam suatu era di
mana kehadiran fisik menjadi
tidak lagi penting.

b. Jenis penghasilan, perbedaan
pendapat mengenai penghasilan

sehubungan dengan transaksi
e-commerce  apakah termasuk
pendghasilan usaha atau
penghasilan  royalti,  dengan
kansekuensi:

»  Sesual OECD Mode! Conwvention,
penghasilan royalti tidak akan

dikenakan pajak di negara
sumber.
Penghasilan  usaha  dapat

dikenakan pajak di negara
sumber hanya atas penghasilan
yang nyata-nyata diperoleh
oleh BUT.
c. Transfer pricing, yang meliputi:
Pembayaran di antara anggola
grup  perusahaan  dalam
peng-gunaan  barang-barang
berwujud, tidak berwujud, dan
jasa-jasa,
Ferdagangan instrumen ke-
uangan di antara anggota grup
perusahaan.
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Berdasarkan prinsip netralitas dan keadilan,
transaksi yang dilakukan melalui media
elektronik seharusnya dikenakan pajak, sama
dengan transaksi yang dilakukan secara
konvensional, sehingga tidak ada alasan untuk
membebaskan pajak atas transaksi elektronik

Jenis Transaksi E-Commaerce
Terkait  dengan  perdebatan
mengenal pemajakan atas transaksi
e-coimmerce di atas, tentunya tidak
akan lepas dari isu mendasar dari
semua transaksi e-commerce yaitu
pagaimana  transaksi  tersebut
diklasifikasikan sebagai  tangible
property, services atau intangible
preperty. Mengenai hal ini, QECD
memberikan  guideline  melzlui
Tax Advisory Group (TAG) Report,
dengan menggolongkan  jenis-
jenis transaksi e-commerce sebagai
berikut: electronic order processing
of tangible goods, electranic ordering
and downloading of digital products,
electronic ardering and downloading
of digital products for the purposes

2, Pajak tidak langsung vaitu pajak
atas konsumsi, contoh: Value Added
Fax (VAT ), Goads and Service Tox (GST),
Retail Sales Tax (RST).

of copyright, exploitation, updates
and add-ons, limited duration
software and other digital information
licenses, single-use software or other
digital product, application hosting -
separate hcense, application hosting
- bundled contract, application service
provider ('asp’), asp license fees, web
site hosting, software maintenance,
data weavehousing, cusiomer support
over a compuier netwaork, data retrieval,
delivery of exclusive or other high-
value aata, advertising, elecironic
access to professional advice, technical
wformation,  informotion  delivery,
subscriprion-based interactive web site
access, online sShapping poctals, aniing
auctions, sales referral programs, content
Acquisition ransactions, streamed (real
timel web based braadcasting, carriage
fees, subscription o o web site allowing
the downloading of digital products.

TAG Report mengklasifikasikan
transaksi-transasksi di atas sebagai
business profit, kecuali electronic
ordering and downloading of digfral
products,  techmical  fnformation,
content  acquisthion  transactions
vang digolongkan sebagai royalty,
dan software maintengnce vyang
digolongkan sebagal  technical
service.

Berdasarkan klasifikasi transaksi
di atas berart, negara sumber
hanya dapat mengenakan pajak
atas Gusiness profir hanya apabila

ada kehadiran suatu Bentuk Usaha
Tetap (BUT). Begitu juga dengan
ravalty dan lechnical service, hanya
akan dikenakan pajak di negara
domisili. Ketentuan mengenai BUT
terkait dengan transaksi e-commerce,
QFECD telah memberikan guideline-
nya sebagaimana diuraikan dalam
commentary to Article 5, Paragrai 7.

Transfer Pricing dalam
E-Commerce
Glabalisasi ekonomi yang

didukung perkembangan teknolog
infarmasi ini telah meningkatkan
transaksi «<ross-border perusahaan
multinasional vyang  melakukan
operasinya di  beberapa neqgara,
bahkan data menyatakan bahwa
50% lebih transaksi barang dan jasa
cdidominasi cleh transaksi di antara
perusahaan yang masih dalam satu
grup.

Tentu dengan adanya fenomena
fnfernet  Econemy ini menjadi
perhatian bagi otoritas pajak uniuk
mengetahui  apakah  kehadiran
internet ini menyebabkan terjadinya
perubahan pola dan model transfer
pricing yang dilakukan perusahaan
multinasional, mengingat dengan
internet  memungkinkan  pelaku
usaha semakin  mudall  untuk
memindahkan  penghasilan ke
dalam wilayah pemajakan yang
pertanf rendah, Di sisi lain belum
adanya ketentuan baru yang khusus
mengatur tentang praktik transfer
pricing dalam kerangka transaksi
e-commerce, sehingga sampai saat
In rkunﬁepvknﬂsap transfer pricing
tradisional masih digunakan untuk
menentukan jumlah penghasilan
gari transaksi antar perusahaan yang
masih dalam satu grup.

sy penting dan transfer pricing
dalam transaksi e-commerce adalah
bagaimana mengalokasikan

e I N A ——— R




Keuntungan kepada satu atau lebih
perusahaan vang beroperasi di
beberapa negara.

Metodelogi

Pada awalnya internet berfungsi
untuk menjual taongible goods,
dengan cara menaruh  katalog
barang pada sebuah virtual outlet
dalam perkembangan yang semakin
xompleks adalah internet berfungsi
sebagai pusat distribusi menyeluruh
dengan link ke pabrikan, pembeli, dan
staf dukungan pelanggan. Dengan
kemampuannya mengotomasi serta
memusatkan fungsi, internet telah
mengurangl jumlah transaksi antar
perusanaan sebagai fungsi distribusi
yang sebelumnya  dilakukan oleh
banyak  perusahan, selanjutnya
diotomasi dan dipusatkan ke satu
atau sedikit perusahaan,

Dalam transaksi tangible property,
menentukanhargatransferdidasarkan
pada kesamaan barang serta fungsi
beserta risiko vang dihasilkan oleh
pihak-pihak wang teribat dalam

transaksi.Sehinggamenentukanharga
transfer dalam penjualan rangible
property melalui media eletronik tidak
akan berbeda dengan menentukan
harga transfer atas penjualan barang
secara konvensional. Pada kasus
ini mungkin dapat dipakai metode
Comparabie Unconiroled Price Method
(CUF) dan Resale Price Method (RPM).
Dengan internel, kegiatan distribusi
konvensional dapat  digantikan
oleh suatu computer server yang
mengotomasi  seluruh  kegiatan
distribusi melalui suatu negara yang
mengenakan tarif pajak rendah,
dalam kondisi ini metode RPM jadi
lebih sulit untuk diterapkan,

Dalarn transaksi jasa, menentukan
harga yang arms length di antara
perusahaan yang masih dalam satu
grup adalah jumlah yang dikenakan
atau akan dikenakan terhadap jasa
yang sama pada transaksi yang bebas
dengan atau antara pihak-pihak
yang tidak mempunyal hubungan
istimewa, dan dalam kondisi vang
sama. Pada kondisi ini, cost piug
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method bisa dijadikan pendekatan
untuk menentukan harga transfer.
Memang terdapat beberapa masalah
dalam menentukan jasa pembanding
atas jasa yang di jual melalui internet,
yakni sulit mencari jenis transaksi jasa
pembanding yang uncontrolied dan
sulit membeandingkan antara jasa yang
dijual melalui internet dengan yang
tidak:.

Dalam transaksi infangible property,
sulit menentuxan data pembanding
transaksi seperti merk, teknologi, bisnis
model vang unik dan dipatenkan
sehingga nilainya tergantung pada
industri mana yang mengqunakan.
Apabila lisensi diberikan  kepada
pihak-pihak yang tidak mempunyai
hubungan istimewa akan dapat
ditemukandatapembanding sehingaa
metode CUP dapat digunakan. Namun
perlu diingat bahwa suatu intangible
property juga sangat bernilal, sehingga
perusahaan tidak akan menjual lisensi
ini selain kepada grup-nya, sehingga
mencar data pembanding internal
sering tidak tersadia.

e e

Kesimpulan

Kehadiran e-commerce telah menciptakan efisiensi ekonomi yang besar dengan digitalisasinya; di lain pihak
memberikan konsekuensi dan tantangan baru bagi otoritas perpajakan, Terdapat perbedaan pendapat mengenai
Isu pemajakan atas transaksi ini, banyak pihak yang mendukung dan banyak juga yang menalak. Para pendukung
berpendapat bahwa berdasarkan prinsip netralitas; serta keadilan tidak ada alasan untuk memberikan insentif atas
transaksi yang dilakukan melalui media internet berbeda dengan transaksi vang dilakukan secara konvensional,
Sedangkan para penentang berpendapat bahwa e-commerce pada awainya membutuhkan investasi yang
besar untuk pengembangan dan R & D, dan mengingst bahwa masih berada dalam tahap nfancy sehingga
membutuhkan dukungan untuk tumbuh.

Ada tiga tantangan dalam mengenakan pajak atas transaksi e-commefce, yakni; (i) jurisdiction isue, (i)
identification isue, dan (iii) enforcement isue, Digitalisasi juga memberikan masalah baru terkait dengan bagaimana
transaksi tersebut diklasifkasikan untuk keperluan pemajakan, apakah sebagai tangible property, services atau

intangibie property.

Kemajuan inj juga memotivasi perusahaan multinasional, dengan melakukan desain ulang operasinya agar
dapatberadaptasi dengan efisiensi ekonom| yang ditawarkan intemet. Faktor pajak dan itransfer pricing juga dapat
menjadi pertimbangan mereka dalam menghadapi tantangan dengan memodifikasi kebijakan transfer pricing,
untuk mendesain ulang tax planming globalnya. ' ®

w



insideheadline

InsideTax B " Movember 007

'|'l :'i 1111:": ‘iﬂ: ll ::.1]\1'“11“:;1“ 1I 'l\‘\"‘,'w“p“r \"W“l ol \]Ih!{\llrr'rll Il]i HL Hmllh].
Lt 11, i n{l, ‘I '1 1 p i \u M 1l ﬂl i
lzll" ill ‘tl ]lll'l Lllill \\lll\lﬂ il i I'l'll’m lll' l\" i'!'ﬁl |Il i]. "Il I|II, l1| I II11.'|:||1I£,I1lllllll'u.'n lllll "1 Y P,
I|| 1 | il il I-|1I il II| 1 I ,'_'_."i'
“ ||'| ll,llll{. Wi 1 I'| Ililllll 1 I]1'11 l1| \1 , 'i II:I|I|'. :I l1 llu |;||I II I‘:I ih .‘1 l\ 'lll,r ! {L IIIII| 'l'n‘l‘l'LII"‘. H.N[LL}}'H IT:I'IIII}IL]I'-“ o
\ \IWI ],||1L |||,| \ll“l?il ||‘5|1,} |lr|||||iI 1]11 .|||II||;| I;hll Ml .IJI l. L Jlllmll |-.|’.‘-"t'[".', it
|||!I Tﬂﬂ'l il [||I |'|I'|Illil 'I]1L 1|r. .,FI_Irr :! 1|. 'l."!h i '| rui ||||,IF il .,I'Il.'hi"'.'rlr,}I-:'.I-".! .'ul"1!4l'.l!l" IT.I': I.L,' i | i
:'il;':_i_lJ.'.-,' I'-II'I-"."_,'llﬁ__h:ilul I..I _I._I.I_": I.I' TII.II,'_l W l ..'uln-_ .I '|' Il' r' LK -. ' . |I II_.II :.'5
:1-111‘.9
Efnj sl
-:: Iﬂ:. ..-i;-;..-i:?,i-w:?-lm ; | i
“55: i Eﬂg[g: =
e sinilEHE
e e |
T g | = |
§En§a |
g e 'iﬁ'l-j,;f l..‘ll-.-i-. _'f - “,,. 1':'-:* ‘I.'r"-""'hji’:'l:;n i |.‘
NW{{? Sl ,,Mm R

i mba ; MRV b
} r- - l‘lt.h T b O ¥ :I.--T'l.II l ‘\ 1__*' "".J L ! X
"V 'i I !I iL ,5.11J:-!| IJ 'It-']u 4 i A 125 El“ '!I"I‘;' l.ll.-l i
a & Kl ¥ v P imh Ls 1k H 1
p11=-| i : 1 1] F 1
| I e ok [ ‘,'l s, g
I JJIII I y i 1 gl I. 'ii:"-‘-.l X ': “. ¢ f : '.I.l.i.l‘ .F|
ln-n{ {i el et o
AT |

i -'.1-:1'.,-"1' i '.' |
T i Rt

i'l”!h' i l“' 'H'fn' '+~+'1tT ‘t 1. '-"""',1 ﬂi'a h UU
_' . | | _ ‘ |
LN I 6 'l' ?I}ﬁ

: %‘ W 1111'“' LA
i.l]l'.illl I.ll H!'.' 'III‘”I ' A ” ' il

’W@Eh i

Danny Septnadl, SE, MS:
Indrayagus Slamet, M.Ak

hik] 1 l 1_’I|.1I i 1 L l-ll,-._'l_' _.II.IIH'I T1ll“"
|
¥

'_'r

| b IR L i | ]
Penghindaran pajak secara imernasional  sering pajak penghasilan sama sekali atau menerapkan tarif
dilakukan dengan berbagal skema. Adapun skema yang pajak penghasilan yang rendah atau sering disebut
sering dilakukan yaitu seperti (1) transfer pricing, (i) treaty juga sebagal no-tax haven.,
shopping, (i) thin capitaiization, dan (iv) controfled foreign - = Taxhavensyaitunegarayangmenerapkan pembebasan
corporation. keempat skema tersebul hampir semuanyd pajak atas sumber penaghasilan vang diterima dari luar
dilakukan dengan cara melibatkan negara-negara yang neqeri (no tox on foreign source of income),
dikategorikan sebagai surga pajak atau sering dikenal = Special rax regimes yaitu  suatu  negara  yang
denaan nama fax haven countries, atau disebut fax memberikan f&’I‘EIh[EI'ﬂ-E}-E!th khusus bagi daerah-daerah
paradise di Perancis, atau disebut dengan tax oasis di tertentu di wilayah negaranya.
Jerman. Para penelitidi bidang perpajakaninternasional = Treaty rax havens valil Negara yang mempunyai treaty
pada umumnya membadgl tax haven countroes dalam 4 nefwaork yang sangat balk serta meneraplan tarif pajak
iempat) kelompok sebagai berikut ini: yang rendah untuk withholding tax atas passive income,
= Classicoltaxhavenyaitunegarayangtidakmengenakan Padaumumnyanegaraini akan dipakaisebagai negara

intermediary untuk mendapatkan fasilitas penurunan
tarif yang cisediakan oleh tax treaty




Keberadaan tax raven countries ini tentunya
menjadi permasalahan besar bagi neqgara-
negara lainnya karena akan mengancam
penerimaan pajak mereka

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang
dimaksud dengan tax haven countries adalah negara-
negara yang dengan sengaja memberikan  fasilitas
perpajakan kepada Wajib Pajak neqara lain agar
penghasilanWajib Pajak negara lain tersebut dialihkan ke
negara mereka (tax haven) untuk dikenakan pajak yang
lebiby rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali
Lengarn kata lain, kehadiran rax haven courtries in1 akan
mendorong Wajib Pajak negara lain untuk melakukan
penghindaran pajak (tox avoidance) di negara tempat
Wajib Pajak tersebut menjalankan kegiatan usaha yang
sebhenarnya, Dengan demikian, keberadaan tax haven
courttries i tentunya menjadi permasalahan  besar
bagi negara-negara lainnya karena akan mengancam
penerimaan pajak mereka, Lebih parah lagi, apabila di
negara lainnya tersebul sangat lemah ketentuan anti tax
averdance-nya.

Dalam  rangka untuk mencegah digunakannya
tax haven countries sebagai alat penghindaran pajak
maka banyak negara telah membuat suatu ketentuan
perpajakan untuk menangkal skema penghindaran pajak
melalul negara-negara yang dikategorikan sebagai fox
haven couniries tersebut, bagaimana dengan Indonesia?

DEFINISI TAX HAVEN COUNTRIES

QECD menyatakan bahwa tax haven countries tidak
dapat didefinisikan dengan jelas karena tox haven
countries ini sifatnya sangat relatif, yaitu tergantung
kepada ketentuan masing-masing negara dalam
mendefnisikannya Menurut OECD, suatunegara bisasaja
disebut sebagai tax haven oleh negara lainnya apabila
negara yang disebut pertama tersebut memberikan
suatu insentif dalam kegiztan perekonomian di suatu
daerah tertentu di wilayah negara tersebut. Oleh karena
1w, suatu negara akan diklasifkan sebagai suatu tax haven
country atau tidak oleh negara lainnya tergantung
dengan definisi 1ax hoven countries yang diberikan oleh
negara lainnya tersebut, Jadi, bisa saja misalnya negara
A dikategorikan sebagai fox hoven country oleh negara
B tetapi oleh negara C tidzk dikategorikan sebagai rax
haven cowntry. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa
pengertian tentang lax hoven counrries berdasarkan
dehnisi yang diberikan oleh beberapa negara,’
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Definisi Tax Haven Counlries

Magars-negam WA g el ik
“substantlly tox reqimET wang  jaub
lebih mengumungkan dibandingkan
dengan nagars Belaa sendin,

! Baicia

i Hongaria Negara-negara yang sarl  pajaknua
1 Kurang atau sama dengan 10%,

Megara-negard  yang  tarf pajeknya
Rurang atau sama dengan 205,

Brasil

Lad

Negara-negara  yang  mempunyai
beban pajek yang sesungguhnya

dibayar kurang darl 15% dan
penghasilan kena pajak.

4 Korea

Negara-negarg yand  mampunyai
peban pajak  yang sesungauhnya
dibayar kurang danl 25% dan
penghasilan ¥2na pajak.

La

iepang

Suatu negara skan diklasifikasikan
sebagai tox haven country apablla
pajak yang terutang di negara tersebut
dtas  suatu  penghasilan  rerentu
jumiahnya kurang darl 60% dari pajak
yang Terutang sEandainya Eenghasnlen
tersebut difvtung grdasarkan
ketertuan parpajakan Finlandia,

b Finlandia

Suatu  negara akan  diklasifikasikan
sebaqal rox haven couatry  apahila
pajak yang ererang di negard tersebot
atas  suatu  penghasilan  tertent
juemiahnya kurang darl 60% darl pajak
wang terutang searidainya penghasilan
tersebut dibitung perdasarkan
ketentuan perpajakan Porrugal.

7 Portugal

Suatu negara akan diklasifikasikan
sebagai tax haven colntry apabila pajak
yang terutang di negara tersebut atas
sudtu penghasitan tertentu fumlahnya
kurang dari 66,67% darl pajak yang
terutang seandaln}m penghasilan
tersebut tihitung berdasarkan
ketentuan parpajakan Perancis,

E Ferancis

Suaty nmegera akan  diklasifikasikan
sebagal fax haven counlry spabila
pajak yang terutang ch negara tersebut
aas  suwatu  penghasilan  tertenty
jumlahnya kurang darl 75% dari pajak
yang terutang seandalnyad penghasitan
tersebut dihitung berdasarkan  ke-
tentuan perpajasan Ingoris,

10

Inggris

| K

Sedangkan dalam International Tax Glossary, rax
haven countoes diartikan sebagai “a pldce where taxes ore
levied at g low lax rate or not at all, ar wiiere it is hovd for
forergn Jurisdictions o occess information about citizens
taxahle income” = Jadi, tax haven cauntries dapat diartikan
selagal negara vang mengenakan pajak dengan tarif
rendah atau tidak mengenakan pajak zama sekali_serta
sangat menjaga kerahasian informasi perpajakan dari
Wajits Pajak yang berdomisili di negaranya.
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EEBERAPA KETENTUAN PERPAJAKAN INDONESIA
TERKAIT DENGAN TAX HAVEN COUNTRIES

Terdapat beberapa ketentuan perpajakan Indonesia
vang terkait dengan tax haven countries, vaitu KMEK-
G30/KMK.DA/1994 yang membuat daftar negara-negara
yang dikategorikan sebagai tax hoven countries. Adapun
negara-negara tersebut adalah tebagai berikur;

i i
i Sl

I Argentina V.

2. Bahama 18 Mauritius

3, DBahrain 19, Mexico

4,  Balize 20, Nederland Antiles
Bermda 21, Nikaragus

6,  British Isle 22, Panamza

7. Batish Mirgin [slanag 23. Paraguay

o, Layman lslang 74 Pe

9. Channel lsland Greensey 25, Qo

1Y Channel Islard lereesy 20, Stlucia
Cook [dlana ’7. Saudi Arebia

2. ElSalvadeor UrLguay

4. Eslonia 29, Venezuela
Hong Kong 2, Vanwuatu

15, Liechtenstein 31, Yunani

16,  Lithwania =2, Zambia

Sumbes: Lampiran B S50 KVK 041594

Selain itu, ada juga SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk
Penetapan Kriteria “Beneficial Qwrer’ sebagaimana
Tercantum  dalam Persetujuan  Penghindaran  Pajak
Berganda antara Indonesia dengan Megara Lainnya. Isi
Surat Edarantersebut adalah bahwa jika penerima passive
income adalah "speciol purpose vehicles” dalam bentuk
“condutt company’, "paper box company’, "pass-through
company” serta yang sejenis lainnya, maka penernma
penghasilan dimaksud tidak termasuk dalam pengertian
“beneficial owner” yang dapat menerima fasilitas vang
diberikan oleh tax treaty yang bersangkutan.

Disamping kedua ketentuan tersebut, terdapat lagi
wetentuan lain yang terkait dengan fax hoven countries
yaitu SE-04/PJ7/1893 tentang Petunjuk Penanganan
Kasus-kasus Transfer Pricing. Dinyatakan dalam Surat
Edaran tersebut bahwa transfer pricing dapat terjadi
antara YWajilx Pajak dalam negeri atau antara Wajib Pajak
dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang
Derkedudukan di 1ax haven countries, Conioh skema
transfer pricing melalui negara tax haven country yang
diberikan oleh SE-04/P1.7/1993 terseburt adalah sebagai
oernkut:

FT | Indonesia, yang mempunyai hubungan istimewa
dengan H Lid Hongkong, dua-duanya adalah anak
perusahaan K di Korea. Dalam usahanya PT | mengekspar

barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Serikat
atas permintaan H Lid Hongkong. Harga pakok barang
tersebut adalzbh Rp 100, PT | Indanesia selalu menagib H
Ltd dengan jumlzh Rp 110, Sedangkan H Ltd Hongkong
menagih X Amerika Serikatl. Informasi vang diperaleh
dari Amerika Serikat menunjukan bahwa X membeli
barang dengan harga Rp 175, Keterangan lebih lanjut
menunjukan bahwa H Ltd Hongkang hanya berupa Lerter
Box Company (Reinvoicing Center), tanpa substansi bisnis,
Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih
rendah dari Indanesia, maka terdapat petunjuk adanya
uszha Wajib Pajak untuk mengalihkan laba kena pajak
dari Indonesia ke Hongkong {yang merupakan tax haven
couniry) agar diperoleh penghematan pajak. Dengan
memperhatikan substansi usaha dari Hongkong Ltd,
maka transaksi demikian [untuk penghitungan pajak)
dianggap tidak ada, sehingga harga jual aleh PT | yang
diakui adalah sebesar Rp 175,

KETENTUAN PERPAJAKAN NEGARA LAIN TERKAIT
DENGAN TAX HAVEN COUNTRIES

Di bawah ini diberikan beberapa contoh kebijakan
perpajakan yang diambil cleh beberapa negara terkait
dengan pengklasifikasian suatu negara sebagai tax haven
country dan upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak
yang melakukan transaksi melalui rax haven countries

* Malaysia
Pihak administrasi pajek di Malaysiz memberikan
perhatian yang besar atas transaksi hubungan
istimewa yang melibatkan negara Singapura dan
Aongkong karena negara tersebut mendapat status
"quasi tax haven country'’

* Taiwan
Salzh satu kriteriayangdigunakanoleh Talwan Natiana!
fax Revenue Board untuk melakukan pemeriksaan atas
transaksi ransfer pricing adalah jika terdapat salah satu
dari grup Wajib Pajak didirikan di rax haven countries.*

= Korea Selatan
Korea Selatan mepetapkan negara yang masuk
dalam daftar negara tox haven adalah Irlandia, Belgia,
Belanda, serta offshore financial centers seperti Labuan
dan Malaysia.’

* lepang
Berdasarkan ketentuan anti-tax haven e  Jepang,
Singapura dikategorikan sebagai negara tax haven pada
<aat Singapura merubah tarif pajak penghasilan perusahaan
menjadi lkebin kecil dari 25% di akhir tahun 1698,




SUATU TRANSAKSI WAJIB PAJAK MELALUI TAX HAVEN
COUNTRIES ADALAH SUATU TRANSAKSI YANG WAJAR
SEPANJANG MEMENUHI “ACTIVE BUSINESS TEST”
YAITU PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DI TAX HAVEN

COUNTRIES TERSEBUT MENJALANKAN KEGIATAN
USAHA YANG SIFATNYA BUSINESS INCOME

= Porancis

Serdasarkan Pasal 238 A, Perancis menetapkan dua
asumsi negative terhadap perlakuan perpajakan atas
Wajib Fajak yang melakukan transaksi melalui rox
haven countries, yaitu (i} pembayaran yvang ditujukan
ke pihak yang berdomisili atau didirikan di negara
tax haven couniry adalah bukan merupakan transaksi
komersial yang sebenarnya (nai genuine transaction),
(i) kemudian jika transaksi tersebut adalah transaksi

komersial yang sebenarnya terjadi, harganya

langsung dianggap tidak berdasarkan harges pasar
wajar Irat armi’s fenghf), Agar peraturan tersebut tidak

diterapkan, maka Wajib Pajak harus membuktikan

bahwa transaksi terseburt adalah merupakan transaksi
komersial yang sebenarnya terjadi dan jumlah nilainya

adalah wajar. Pemberian dokumen seperti kontrak -

«erja akan dianggap tidak cukup mevakinkan karena
dokumen tersebut diasumsikan tidak benar.*

Italia

Di Italia, untuk memastikan bahwa perysahaan di luar
negeri yang berlokasi di tax haven country benar-benas
melakukan aktivitas usaha kemersial, maka pihak pajak
di ftalia mewajibkan adanya ketentuan mengenai
dokumen-dokumen yang harus diberkan untuk
dilakukan pengujian secara kuantitatif dan kualitatif
Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah: (1) akte
pendirian perusahaan, (i) sertifikat yang diterbitkan
dari asosiasi dagang setempat, (i) aturan-aturan dan
keputusan-keputusanyang diterbitkanoleh perusahaan
mengenai aktivitas usaha, penunjukan direksi, serta
kebijakan perusahaan, (iv) laporan keuangan yang
mencantumkan infarmasi peredaran usaha, pelanggan
dan pemasok, hutang dan piutang, serta persediaan
barang dagang, v} laporan yang telah diaudit, {vi)
gambaran umum akrtivitas usaha perusahaan, (vii)
rontrak perjanjian sewa-menyewa gedung kantor, (viii)
tagihan telepon dan listrik atas gedung yang dipakai,
lix} beberapa contoh kantrak dengan pegawai yang
mencantumkan dengan detail tempat pekerjaan
dilakukan serta rincian pekeriaan karyawan tersebhut, (x)
rekening koran yang menampilkan pendebitan jumiah
tagihan rekening listrik dan telepon, (xi] kebijakan
asuransl untuk Karyawan dan gedung, [xii) contoh
xontrak-kontrak terkini vang dibuat oleh perusahaan,
Kemudian italia juga menerbitkan daftar negara-negara
fax haven untuk pajak penghasilan orang pribadi, antara
lain yaitu Hongkong, Malaysia, Singapura, Philipina, can
Talwan. '
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= Brasil
Berdasarkan daftar negara yang dikategaorikan
sebagai tax haven countries (sebanyak 50 negara),
ternyata Brasil memasukkan Singapura ke dalam
daftar tersebut sebagai salah satu negara tax haven.

[ g T T A S e e R
KESIMPULAN

Dalam rangka untuk mengamankan penerimaan
pajak dan dalam rangka untuk kepastian hukum
bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan
negara-negara yang dikategorkan sebagai tax
haven countries, maka sudah seharusnya Indonesia
mengeluarkan ketentuan perpajakan yang lebih
komprehensif tentang perlakuan perpajakan
ternadap pihak-pihak yang melakukan transaksi
dengan tax haven countries dengan prinsip-ptinsip
sebagal berikut:

* Menurut Brian J Arnald dan Michael J. Intyre,
dalam kasus-kasus pajak yang terkait dengan
tax haven countries, suatu transaksi Wajib Pajak
melalui tax havencountries adalah suatu transaksi
yang wajar sepanjang memenuhi "active
business test” yaitu perusahaan yang didirlkan
di tax haven countries tersebut menjalankan
kegiatan usaha yanqg sifatnya business income
(bukan passiva income). Apabila perusahaan
tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut
maka perusahaan dimaksud harus memenuhi
persyaratan (fest) sebagai berikut (i) bahwa
penghasilan total dari perusahaan dimaksud
tidak dialihkan lagi atau digunakan untuk
membayar bunga, royalti atau utang dalam
bentuk apapun ke negara ketiga lainnya, dan
{ii) bahwa kepemilikan saham atas perusahaan
dimaksud harus dimiliki paling sedikit 50%
oleh Wajib Pajak (terutama Wajib Pajak orang
pribadi) yang merupakan Wajib Pajak dalam
negeri (resigent) dari salah satu negara yang
mengadakan tax treaty.™
Akan tetapi,dalam kasus-kasus pajak yang terkait
dengan tax haven couniries yang terdapat ada
indikasi “tidak ada tujuan bisnisnya"maka beban
pembuktian (burden of proof) sudah seharusnya
diletakkan pada Wajib Pajak yang melakukan
transakst melalui tax haven countries tersebut
agar transaksi yang dilakukan dapat dianggap
sebagai transaksi bisnis yang wajar. 9

10 Sarvrwre Mlocandam, “lhe Pevamtl Cas2® dalsmm Eetoean ".l-..ll--'ll', K i L 3491

|| BRI Trarstey Pocesg Courtry Cinsabesss ol n per 30 i 200

2 Ahchen L A e O Bredn J Amioid. “Tnfermais I.H o Prmct” Miureess s Inrernat e
e b g, 2000, hal 1310
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MALAYSIA

Saine 15;1, tll

PP Oleh  Niken Susanti, Ak, {#EN MP

DASAR HUKUM

Padatanggal 2 Juli 2003', The Malaysian inland Revenue
Board (MIRB), divisi pemerintah yang berwenang di
bidang perpajakan, mengeluarkan peraturan mengenai
pedoman harga transfer (transfer pricing guidelines).
Dasar hukum peraturan harga transfer adalah Section 140
Undang-Undang Pajak Penghasilan’ yang menyatakan
bahwa MIRB dapat melakukan penyesuaian terhadap
suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
memiliki hubungan istimewa jika MIRB yakin bahwa
transaksi tersebut tidak mencerminkan suatu harga
wajar (at arm’s lenght price). Walaupun Malaysia bukan
merupakan anggota dari the Organisation for Economic
Cooperaiton and Development {OECD), namun peraturan

mengenal pedoman harga transfer mengacu pada the
OECD Transfer Pricing Guidelines (OFECD Guidelinesy,

RUANG LINGKUP

Pedoman harga transfer berlaku terhadap setiap
transakst yang dilakukan eleh perusahaan yang
merupakan Wajib Pajak Malaysia (resident company)
dengan perusahaan diluar negeri (non-resident company)
di mana kedua pihak tersebut memiliki hubungan
istimewa. 5elain itu, pedoman tersebut juga berlaku
terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh Bentuk
Usaha Tetap (BUT) di Malaysia dengan kantor pusatnya
atau cabang lainnya di luar Malaysia. Dalam hal ini,
BUT tersebut diperlakukan sebagai suatu bentuk usaha
independen dan terpisah dari kantor pusatnya atau
cabang lainnya tersebur,

Meskipun  tidak  dinyatakan secara  eksplisit,
paragral pendahuluan dalam pedoman harga transfer
mengindikasikan bahwa ruang lingkup pedoman harga
transfer juga mencakup transaksi yang dilakukan oleh
resident companies yang memiliki hubungan istimewa®,

MIRE dapat melakukan penyesuaian atas transaksi-
transaksi antara lain penjualan atau pembelian

f |I1il

persediaan; penjualan, pembelian atau penyewaan
aktiva berwujud; pemberian jasa; penaalihan, pembelian
atau penggunaan aktiva tidak berwujud; pinjaman; dan
transaksi lainnya yang berpengaruh terhadap laba/rug
perusahaan terkait.

PRINSIP HARGA WAJAR (ARM'S LENGTH PRINCIPLE)

Pedoman harga transfer menyatakan bahwa prinsip
harga wajar merupakan dasar yang digunakan untuk
transaksi yvang melibatkan pihak-pihak yang memiliki
hubungan istimewa. Oleh karena itu, harga transfer yang
wajaradalah hargayang ditetapkandalam suatu transaksi
vang dilakukan oleh pihak-pihak yang independen.
Defnisi ‘kendali’ meliputi kendali baik langsuna maupun
tidak langsung'. Definisi 'hubungan istimewa’ dalam
pedoman harga transfer memiliki cakupan lebih luas
dibandingkan dengan definisi'hubungan istimewa’' yang
terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU
PPh)® Menurut UU PPh, suatu peruschaan dianggap
memiliki hubungan istimewa bila perusahaan dimiliki
oleh maksimum 50 pemegang saham (members] dan
dikontrol oleh tidak lebih dari 5 pihak. Menurut pedoman
harga transfer, hubungan istimewa dianggap ada jika
salah satu diantara dua perusahaan berpartisipasi baik
langsung maupun tidak langsung dalam manajemen,
kendali, atau modal di perusahaan yang lainnya; atau
pihak-pihak yang sama berpartisipasi baik langsung
maupun tidak langsung dalam manajemen, kendali, atau
modal di kedua perusahaan tersebut’

PERBANDINGAN (COMPARABILITY)

Dalam melakukan analisis perbandingan, hal-hal yang
perlu diperhatikan terhadap pihak-pihak yang memiliki
hubungan istimewa antara lain (i) hubungan secara
komersial dan keuangan, (i) prases terkait, (iii) kinerja
keuangan, sepertl laba kotor atau laba bersih, dan (iv)
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan®.




Selain itu, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan
dalam mengambil suatu pembanding, antara lain adalah
(i) karakteristik dari barang atau jasa, yang meliputi ()
karakteristik fisik, kualitas, dan velume barang; (b) jenis
jasa; dan (¢} dalam hal aktive tak berwujud, bentuk
transaksi dan jenis aktiva tak berwujud, (i) fungsi yang
dilakukan, mencakup analisis fungsi, aktiva i(termasuk
aktiva tak berwujud), dan risiko vang terdapat dalam
transaksi, yang harus dialckasikan ke pihak-pihak yang
memiliki hubungan istimewa, dan (i) kandisi ekonomi
dan strategi usaha.

MIRB menganjurkan Wajib Pajak sedapat mungkin
menggunakan  pembanding  internal  (internal
comparables), Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan,
MIRB menganjurkan agar Wajib Pajak menggunakan
perusahaan lokal (Malaysian companies) sebagai
pembanding eksternal (external comparabies). Perusahaan
lokal diwajibkan untuk melaporkan data-data keuangan
yang telah diaudit ke the Companies Commission of Malaysia
([CCM). Wajib Pajak dapat menggunakan informasi yang
ada pada CCM untuk mencari pembanding eksternal®.

MIRB hanya akan menerima perusahaan di luar
Malaysia sebagai pembanding, jika Wajib Pajak tidak
dapat menemukan perusahaan lokal yang dapat dijadikan
sebagali pembanding, dan Wajib Pajak harus dapat
menunjukkan bahwa perusahaan di luar Malaysia tersebut
relevan dan memenuhi kriteria pembanding yang diatur
dalam pedoman harga transfar,

MIRB, secara umum, tidak menggunakan pembanding
rahasia (secret comparables)’®. Namun, MIRB dapat
menggunakan  kembali  perusahaan  yang  telah
tereliminasi  dalam proses perbandingan sebagai
pembanding eksternal, jika alasan Wajib Pajak tidak cukup
meyakinkan untuk mengeluarkan perusahaan tersebut
sebagai pembanding eksternal. Selain itu, MIRB juga
dapat mengeluarkan perusahaan yang dipilih sebagai
pembanding oleh Wajib Pajak jika alasan Wajib Pajak
tidak cukup meyakinkan untuk memasukkan perusahaan
tersebut sebagai pembanding eksternal.

Pedoman harga transfer tidak menyatakan secara
spesifik apakah Wajib Pajak harus menggunakan satu
nilai (single higure) atau beberapa nilai (a range of figures).
Dalam praktik, inter-quartife range atau median sering
digunakan sebagai nilai pemhanding. MIRB cenderung
menggunakan median sebagai nilai pembanding untuk
menentukan penyesuaian harga transfer (transfer pricing
adjustment). Namun, jika Wajib Pajak secara fungsional
berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang dijadikan
sebagai pembanding, dan perbedaan tersebut tidak dapat
dikuantihkasi, maka MIRE zkan menggunakan nilai lain
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yang ada dalam renge untuk mengkempensasi perbedaan
tersebut.

METODE HARGA WAJAR

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan
harga wajar adalah (i) comparable uncontrolfed price
methad; (i) resale price method; (i) cost plus method; {iv)
profitsplitmethod,dan(v) transactionalnetmarginmethed'’.
Meskipun Wajib Pajak berhak untuk memilih metode yvang
akan digunakan untuk menentukan harga wajar, namun
Wajib Pajak disarankan untuk menggunakan dua metode
terakhir hanya jika ketiga metade pertama tidak dapat
memberikan harga wajar yang dapat diandalkan.

Pedaman harga transfer tidak mengakui penggunaan
metode global farmulary apportianment, karena metode
ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk menentukan
harga wajar. Metode global formulary apporiicnment
mengacu pada harga wajar yang ditentukan terlebih
dahulu berdasarkan formula tertentu yang merupakan
gabungan antara biaya usaha, aktiva, gaji dan penjualan;
di mana total leba yang diperoleh suatu kelompok
perusahaan multinasional dialokasikan ke perusahaan
afiliasinya di seluruh dunia berdasarkan formula tertentu
tersebut'”.

DOKUMENTASI
Meskipun UU PPh tidak menyatakan secara spesifik
kewajiban untuk melakukan dokumentasi atas transaksi
yang dilakukanoleh pihak- pihak yang memiliki hubungan
istimewa, Section 82 UU PPh menyatakan bahwa Wajib
Pajak diwajibkan untuk menyimpan dokumen yang
berhubungan dengan kegiatan usaha selama 7 tahun
sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan'’,
Dokumen tersebut harus disimpan di Malaysia® dan
meliputi antara lain: buku besar dan buku pendukung
catatan akuntansi, inveices, vouchers, dan receipts'
Mengacu pada Section 82 LU PPh, pedoman harga
transfer menyatakan bahwa Wajib Pajak harus memilik|
dokumentasi yang memadal sehubungan dengan
transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang
memiliki hubungan istimewa. Dokumen yang wajib
cimilikioleh Wajib Pajak antara lain, namun tidak terbatas
pada dokumen berikut™;
a. Infarmasi mengenai Wajib Pajak
* Struktur kepemilikan yang memperlihatkan
hubungan antara Wajib Pajak dengan entitas lain
yang berada glalam satu kelompok usaha;
* Bagan organisasi Wajib Pajak; dan
* Informasi mengenai usaha Wajib Pajak termasuk
tungsi‘kegiatan Wajib Pajak.
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b. Informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh
WajibPajak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa

* Informasi mengenai seluruh transaksi yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak
yang memiliki hubungan istimewa, baik pihak
lakal maupun pihak luar negeri, termasuk nama
dan alamat pihak-pihak yang bersangkutan
dan jenis transaksi yang dilakukan, misalnya:
pembelian  bahan mentah, akriva tetap,
penjualan, atau hutang;

* Informasi mengenaitransaksi vang dilakukan oleh
pihak independen yang mirip dengan transaksi
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-
pihak yang memiliki hubungan istimewa;

* Kondisi ekonomi pada saat transaksi dilakukan;

= Dokumen transaksi misalnya perjanjian;

* Kebijakan harga selama 7 tahun ke belakang;

= Perincian biaya produksi imanufacturing cosr);

* Daftar harga barang.

c. Informasi mengenai harga wajar

= Metode penentuan harga wajaryang digunakan,
dan bagaimana harga wajar diperoleh;

= Analisis fungsi dengan mempertimbangkan
semua risiko dan aset yang digunakan dalam
melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang
melakukan hubungan istimewa; dan

= Jika analisis perbandingan menghasilkan lebih
dari satu nilal harga wajar (range), Wajib Pajak
harus memiliki alasan yang memadai mengapa
suatu nilai tertentu yang ada dalam range
digunakan.

WajibPajaktidak perlumelampirkandokumentersebut
di dalam surat pemberitahuan tahunannya, namun Wajib
Pajak harus dapat menunjukan/meminjamkan dokumen
tersebut pacda saat MIRB melakukan pemeriksazan harga
wajar, Semua dokumen tersebut harus dibuat pada saat
dilakukannyatransaksidengan pihak-pihak yang memiliki
hubungan istimewa. Dokumen tersebut harus dibuat
dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Malaysia'”

Dalam surat pemberitahuan tahunan (Section N of
Form C), Wajib Pajak wajib mencantumkan informasi
mengenai transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak
yang memiliki hubungan fstimewa, dimana dilakukan
pemisahan antara transaksi vang dilakukan cleh pihak
lokal dengan pihak luar negeri. Transaksi yang wajib
dilaporkan antara lain:
* penjualan  kepada

hubungan istimewa;
* pembelian dari pihak-pihak yang memiliki hubungan

Istimewa;

* pembayaran kepada pihak-pihak yang memiliki

pihak-pihak  yang memiliki

hubungan istimewa:

» pinjaman/hutang dari pihak-pihak yang memiliki
hubungan istimewa; dan

= transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak
yang memiliki hubungan istimewa.

PEMERIKSAAN HARGA TRANSFER'"

MIRE dapat melakukan pemeriksaan harga transfer
berdasarkan hal-hal berikut:

= Wajib Pajak memiliki laba yvang kecil;

= Wajib Pajak memiliki laba yang berfluktuasi;

» Wajib Pajak mengalami kerugian secara terus-
menerus;

* Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak
yang memiliki hubungan istimewa dalam jumlah yang
signifikan;

= Wajib Pajak yang terus melakukan ekspansi usaha,
walaupun mengalami kerugian secara terus-menerus;

* Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak
yangmemilikihubungan istimewayang berkedudukan
di luar negeri, di mana transaksi tersebut memiliki
faktor risike yang cukup signifikan; dan

« Wajib Pajak yang memperoleh insentif pajak
tertentu, dan terus mengalami kerugian setelah masa
berlakunya insentif tersebut selesai.

SANKSI/PENALTI

Pedoman harga transfer tidak mengatur mengenal
sanksiataupenaltiapabilaWajibPajaktidakmelaksanakan
kewajiban yang ditetapkan dalam pedoman tersebut.
Apabita berdasarkan hasil pemeriksaan harga transfer
yang dilakukan oleh MIRB mengakibatkan jumlah pajak
yang harus dibayar lebih besar, maka sejak 1 Januari
2007, sanksi yang dikenakan adalah sebagai berikut:

Period Sanksi/Penalti
Kurang dar 15% dari pajak
1 tahun 5‘.‘@&9 kutang
A
Pengungkapan secara s
sukarela ofeh Wapb 20% dari pajak
' Pajak sebelum dilakukan PABRI S an kma'iaj
- tahun ke g
pemer|ksaan dibayar
harga transfer
20% dari pajak
Lebihidarl 3
GRiR yang kutang
dibavar

PENgUNOKARAN SeCara

sukarels ofeh Wa)ib

Pajak setelah Waiib Pajak

menarima informasi bahwa

| pemeriksaan harga transfer

| akan dilakukan, namun |

- sebelum pemeriksazn

| tersebut terjadi !
|

35% dari FI..r]jFIH
yang kurang
dibayar

| Temuan yang diperaleh
pada saat dilakukannya
pemeriksaan harga transfer

45% dari pajak
yang kurang
| dibayar
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SEKILAS TENTANG /INTERNATIONAL

_TRANSFER PRICING I3

ALTERNATIF SOLUSINYA

PP Cleh  Dr. John Hutagaol, SE, Ak, M.Ec, M.Acc (Hons)'
Dr. Wilson Tobing, SE, Ak, MSi?

Pendahuluan
Salalh  satu  isu
perpajakan

klasik dalam
internasional adalah
transfer  pricing  Karena  belum
ada sclusi yang  efektif  untuk
mencegahinya. Praktik transfer pricing
perlu dicegah karena menimbulkan
dampak yang negatif yaitu (i)
menimbulkan diskriminasi  antara
para pelaku bisnis karena Wajib Pajak
yang menerapkan transfer pricing
dapat menghindar dari kewajiban
pembayaran pajaknya, sedangkan
Wajib  Pajak lainnya yang tidak
menerapkan transfer pricing harus
membayar pajak sesuai ketentuan,
iy timbul distorsi dalam transaksi
internasional karena pengambilan
keputusan ekonomi  berdasarkan
pertimbangan penghindaran
pajak melalui tronsfer pricing, i)
menurunnya  wibawa  Undang-
Undang domestik suatu negara
karena  rentan  diselewengkan
dengan praktik transfer pricing, dan
(iv) hilangnya potensi penerimaan
pajak (tax revenue forgonel karena
pEnerimaan Vandg cEharusnya
diterima/diperoleh  hilang  akibat
praktik transfer pricing.

lidak sempurnanya administrasi
perpajakan suatu negara,
hervariasinya  aturan hukum dan
pnerpajakandi masing-masingnegara,
semakin  sophisticated  pelavanan
dan produk jasa keuwangan dan
perbankan, serta semakin canggih-
nya perkermbangan  teknologi

informasi dan keinginan untuk
memperaleh laba yang sebesar-
besarnya dengan meminimalisasi
kewajiban perpajakan dan
mempercepat jangka waktu
pengembalian investasi merupakan
faktor-faktor pendorong bagi pelaku
bisnis global untuk melakukan
praktik international transfer pricing.

Praktik international  transfer
pricing cenderung berkembang
dan semakin kompleks sehingga
semakin sulit terungkap. Umumnya
pengungkapan  peristiwa  besar
praktik transfer pricing timbul karena
pembocoran  informasi  kepada
publik akibat internal conflict dalam
perusahaan,

Pengertian Transfer  Pricing,
Hubungan Istimewa dan Arm’s
Length Price

Singkatnya,  transfer  pricing
diartikan sebagai kebijakan harga
atas fransfer barang dan/atau jasa
antara departemen, divisi, unit-
unit kerja dalam suatu badan usaha
hukum yang bertujuan  untuk
mengevaluasi kinerja dari organisasi
tersebut dan juga para manajemnya
{Gunadi, 1998; Edward. J Blocher,
Kung H Chen, Thomas W. Lin, 1999).
Dengan demikian awalnya tronsfer
pricing tidak dimaksudkan untuk
melakukan penghindaran pajak
tetap! bertujuan uniuk pengukuran
performace dari suatu  organisasi
maupun para manajgrnya. Namun

dalam perkembangannya, banyak
alasan bagi pelaku bisnis  untuk
melakukan transfer pricing dan
salah  satunya untuk melakukan
penghindaran pajak (tax avoidance).

Praktik transfer pricing umumnya
terjadi dalam transaksi hubungan
istimewa (related party transactions).
Para pelaku bisnisnya adalah mereka
yang memillki hubungan istimewa
misalnya perusahaan induk (parent
company) dengan  perusahaan
anak (subsidiary company) ataupun
sesama perusahaan afiliasi (associate
enrerprises) vang dimiliki  atau
dikendalikan oleh orang (badan dan/
atau orang pribadi) yang sama,

Kriteria suatu transaksi
dikelompokkan sebagai transaksi
hubungan istimewa  yaitu: (i)

penyertaan modal secara langsung
atapun tidak sekurang-kurangnya
25% pada anak perusahaan, atau (ii)
satu perusahaan atau lebih secara
langsung ataupun tidak di bawah
pengendalian oleh orang (person)
yang sama, atau [iii) hubungan
darah satu derajat ke bawah ataupun
ke atas (Undang-Undang Fajak
Penghasilan). Dengan demikian, bila
terjadi transaksi dalam hubungan
istimewamaka hargayang disepakati
cenderung tidak wajar,

Harga wajar larms length price)
adalsh  harga yang seharusnya
disepakati apabila transaksi dilakukan
oleh penjual dan pembeli yang
tidak memiliki hubungan istimewa



Awalnya transfer pricing tidak dimaksudkan untuk melakukan
'penghindaran pajak tetapi bertujuan untuk pengukuran performace dari

suatu organisasi maupun para manajernya

(independent relationship). Selanjutnya,
dalam rangka menentukan kewajaran
harga barang atau jasa dalam
hubungan istimewa, kondisi barang
atau jasa yang dijadikan sebagai

pembanding haruslah "apple to appie”

artinya kondisidan spesifikasinya harus
sama. Bila kandisinya tidak sama maka
perlu dilakukan penyesuaian terlebih
dahulu agar dapat diperbandingkan

\comparatye),
Metode Transfer Pricing dan
Masalahnya
Dalam  rangka  menentukan

kewajaran harga dalam transaksi
istimewa, dapal dilakukan dengan 2
|dua) pendekatan yaitu pendekatan
tradisional dan transactional. Sesuai
pendekatan tradisional, terdapat 3
{tiga) metode yaitu: (i) comparable
uncontrolled price method, (i) resale
method, dan (i) cost plus merhod.
Sesuai comparable uncontrolled price
method, harga wajar sebagai dasar
untuk mentransfer barang maupun
jasa dalam transaksi hubungan
istimewa adalah harga yang
seharusnya disepakati oleh para
pihak yang tidak memiliki hubungan
istimewa dalam situasi dan kondisi
yang sama, Umumnya adalah harga
pasar {market price). Selanjutnya
sesual resale method, harga wajar
yang dijadikan sebagai dasar adalah
harga jual kembali dari barang
setelah dikurangi dengan margin
yang layak. Sesuai cost plus merhod,
harga wajar ditentukan berdasarkan
harga pokok barang plus mark up
vang layak.

Sesual  pendekatan  transaksi,
terdapat 2 (dua) metode yaitu: (i)
profitspliitmethoddan(ii)iransacrional
net profil margin. Sesuai profir sphit
method, laba yang wajar dari masing-
masing perusahaan dalam satu grup
vang timiul dari transaksi hubungan

istimewaadalahlabayangseharusnya
timbul dari wansaksi yang tidak
ada hubungan istimewa dengan
mempertimbangkan  situasi  dan
xondisi ekonomi. Selanjutnya sesuai
ransactional pet profit margin, net
proftt margin perusahaan yang wajar
dari transaksi hubungan istimewa
adalah ner profit margin perusahaan
yang timbul dalam transaksi yang
tidak dipengaruhi oleh hubungan
Istimewa.

Pendekatan  dalam Rangka
Penyelesaian Masalah Transfer
Pricing

Praktik transfer pricing relatif sulit
untuk diungkapkan karena para
pelaku bisnisnya adalah mereka yang
memilikihubunganistimewa.Apalagi
bila ruang lingkup praktik trancfer
pricing menyangkut lintas negara
(cross border) akan semakin kompleks

Penutup
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penyelesaiannya. Salah satu masalah
yang utama dialami oleh Otoritas
Pajak adalah menyajikan data dan
informasimengenaiberapakah harga
vang wajar dari transaksi barang atau
jasa dalam hubungan istimewa.
Dalam rangka meminimalisas
timbulnya permasalahan (fransfer
pricing di masa yang akan datang,
terdapat langkah-langkah yaitu: (i)
transfer pricing compliance practices,
(i} corresponding adjustment and
mutual agreement procedure, (i)
stmultaneous tax examinations, (iv)
safe harbours, (v) odvance pricing
agreement, dan arbitration. Selain ity
kerjasama internasional di bidang
perpajakan sangat diperfukan untuk
menyelesaikan permasalahan yang
timbul dari praktik transfer pricing
yang mencakup lintas  jurisdiksi
lebih dari satu negara. Termasuk
mengefektifkan pertukaran data dan
informasi (exchange of information)
antar Otontas Pajak dari negara-
neqgara mitra runding fax freaty,

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya di atas,
dapat disimpulkan dan diberikan rekomendas| sebagai berikut:
1. Praktik transfer pricing harus dicegah dampak negatifnya karena selain
merusak sistem perpajakan juga mengakibatkan hilangnya potens

penerimaan pajak suatu negara,

2. Penyelesalan masalah transfer pricing harus dilakukan dengan
pendekatan secara helistic dan comprehensive baik dari sisi regulasi,
infrastuktur, sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber

daya manusia.

3. Penggalangan kerjasama internasional di bidang perpajakan baik
secara bilateral maupun multilateral seyogianya ditingkatkan frekuensi

dan kualitasnya.

4. Dtoritas Pajek suatu negara seyogianya memiliki Tim Transfer Pricing
yang menangani permasalahan transfer pricing termasuk vang
mendesain regulasi dan melakukan kajian di bidang transfer pricing,

S, Otoritas Pajak suatu negara seyogianya mendirikan unit kantor pajak
perwakilan di luar negeri {atase pajak di luar negeri) yang berfungsi
untuk menyelesaikan permasalahan international rransfer pricing
lermasuk pengumpulan data dan informasi yang menyangkut harga,
spesifikasi dan kualitas barang, serta melakukan pengujian terhadap
substansi perusahaan yang didirikan di luar negeri apakah nanya
sekedar special vehicle company atau real company. @
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PENDAHULUAN

Setiagp Undang-Undang selalu mengatur prosedur
pengajuan keberatan apabila suatu keputusan yang
diterbitkan oleh pihak yang menerimanya dianggap
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku terhadap
ketetapan pajek. yaitu bahwa Wajib Pajak berhak
mengajukan keberatan apabila ketetapan pajak yang
dikenakan terhadapnya dianggapnya tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahap ini tidak akan terjadi konflik dua jurisdiksi
pajak karena jalurnya sudah jelas. Tetapi apabila Wajib
Pajak mempunyai pilihan untuk menempuh jalur
hukum vang lain maka terdapat kemungkinan akan
terjadi dua keputusan yang berbeda, Keadaan tersebut
dapat dicegah apabila di dalam peraturan perundang-

.--H-

o Ju
i b
1| IF‘" .||I | i ..

BERBASARKAN

i
alibi pengens’ Menurut Black's Law art dani  ‘Lis alibi
pendens " adalah A suit pending elsewhere, yaitu bahwa
proses hukumantara penggugat dan tergugat sementara
ditunda karena penggugat sedang menuntut tergugat
yang sama uniuk kasus yang sama i peradilan lain.

Masalah ini akan mencuat bila kasus yang dihadapi
oleh Wajib Pajak Indonesia, misalnya juga menyvangkut
transaksi internasional yang berakibat ikut terlibatnya
pejabat yang berwenang negara lain.

Dari sudut pandang Indonesia maszlah ini akan timbul
dalam kaitannya dengan penetapan pajak penghasilan
yang menyangkut juga Wajib Pajak luar negeri yang
berdomisili di negara yang mempunyai P36 dengan
Indonesia. Di dalam semua P3B diatur mekanisme yang
tersedia bagi Wajib Pajak untuk menagajukan  keluhan
dalam hal perlakuan pajak oleh negara lain tidak sesuai
dengan ketentuan di dalam P3B yang bersangkutan.
Mekanisme tersebut diatur di dalam ketentuan yang
mengatur tentang "Mutual Agreement Procedure” (MAP).

undangan perpajakan Indongsia menganut prinsip



Pelaksanaan dari MAP tersebut akan menimbulkan
masalah apabilaWa)jib Pajak menempuh dua jalur hukum
secara bersamaan, Masalah inilah yang dijadikan pokok
bahasan dalam kaitannya dengan ketiadaan aturan yang
mengatur tentang "Lis albi pendens” seperti disinggung
sebelumnya.

Pembahasannya difokuskan kepada masalah produk
hukum yang ada di dalam peraturan perundang-
undangan Indenesia, untuk menjawab pertanyaan
apakah ketentuan vyang ada di dalam perundang-
undangan Indonesia sudah cukup memadai,

UNDANG-UNDANG DOMESTIK

Dalam peraturan peundang-undangan perpajakan
Indonesia sengketa pajak diselesaikan melalui dua tahap,
yaitu tahap pertama meialui pengajuan Keberatan dan
kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak bila
keberatan ditolak.

Pasal 25 dari Undang-Undang KUP mengatur bahwa
keberatan dapat digjukan atas: Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan
lain-lain. Keberatan atas surat-surat ketetapan tersebut
hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak,
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat {1).

Ini berarti bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai pilihan
lain kecuali mengajukan keberatan kepada Direktur
Jenderal Pajak.

Apabila surat ketetapan tersebut menyangkul Wajib
Pajak luar negeri yang berdomisili di negara yang
mempunyai P3B dengan Indonesia, maka bagi Wajib
Pajak tersebut tersedia upaya hukum lain disamping
upaya hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang
gomestik,

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak maka masih
ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh yaitu
mengajukan banding, yang hanya dapat diajukan
kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 Undang-Undang KUP Ketentuan tentang
banding ini membatasi upaya hukum Wajib Pajak yang
keberatannya ditolak selain diajukan kepada Pengadilan
Pajak. Ketentuan tersebut adalah ketentuan berdasarkan
peraturan perundang-undangan domestik. Namun
demikian bila kasusnya menyangkut Wajib Pajak |uar
negeri yang berdomisili di negara yang mempunyal
P3E dengan Indonesia maka bagi Wajib Pajak yang
bersangkutan dapat menempuh upaya hukum lain
sebagaimana diatur di dalam P3B, yang akan dibahas di
Butir 3.

KETENTUAN DI DALAM PERSETUJUAN PENG-
HINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DAN PRINSIP
“LIS ALIBI PENDENS”

2. Mutual Agreement Procedure

Tujuan dari P3B adalah untuk menghindarkan
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nengenaan pajak berganda dan sebagai sarana untuk
menghilangkan hambatan-hambatan aliran modal.
[alam rangka penghindaran pajak berganda tersebut
salah satu sarana yang tersedia adalah forum komunikasi
antara pejatat yang berwenang kedua negara untuk
memecahkan masalah  dalam kaitannya dengan
implementasi dan P3B yang bersangkutan. Ketentuan
tersebut diatur di dalam pasal tentang Mutwal Agreement
Procedure (MAP), vang menurut OECD Mode! (Article 25]
atialah sebagail berikut;

“1. Where a person considers that the actions of one
or bath of the Cantracting States result or will result for
him in taxation not in accordance with the provisions
of this Convention (Agreement), he_may irrespective
States, present his case to the competent authovity of
the Contracting State of which he is resident or if his
case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of
Conlracting State of which he is anational, The case must
be presented within three yeacs from the first notification
of the action resulting in taxation natin accordance with
the provisions.of the Convention (Agreement]”

Ketentuan tersebut di atas mengandung beberapa
hal penting yvaitu:

Apabila salah satu negara melakukan tindakan
atau menerbitkan keputusan, baik yang bersifat
yuridis ataupun peraturan dan baik yang bersifat
individu maupun yang bersifat umum, yang
berakibat kepada pengenaan pajak yang tidak
sesuai dengan ketentuan P3B dimaksud, maka
orang atau badan yang terkena dampaknya dapat
mengajukan compilaint/keberatan kepada pejabat
yang berwenang.

= HKasusnya diajukan tanpa melihat ada tidaknya
kesempatan yang diberikan berdasarkan Undang-
undang domestik negara yang menerapkan F3E.

- HKasusnya harus diajukan dalam jangka waktu 3
tahun dari saat timbulnya tindakan yang akan
menimbulkan pengenaan pajak berganda.

Berdasarkan ketentuan tersebut\Wajib Pajak vang terkena
dampak dari tindakan salah satu negara dapat mengajukan
masalahnya kepada pejabat berwenang di mana yang
bersangkutan menjadi Wajib Pajak dalam negen. Agar lebih
jelas berikut ini disajikan contoh sebagai berikut.

SINCO  adalah perusahaan yang berdomisili di
Singapura yang melakukan kegiatan konstruksi di
Indonesia yang melebihi tes waktu sebagaimana diatur
di dalam Article 3{2)h 3B Indonesia-Singapura. Dengan
demikian maka SINCO mempunyai BUT di Indonesia
(untuk selanjutnya disebut BUT SINCO), Misalkan BUT
SINCO diperiksa dan telah diterbitkan surat ketetapan
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pajak yang koreksinya menyangkut biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk keperivan BUT di Indonesia tetapi
dikeluarkan di Singapura,

BUT SINCO berpendapat bahwa koreksi tersebut
tidak sesual dengan ketentuan Article 7(3), vang
berbunyi sebagai berikut:

3. In determining the prohis of a permanent
establishment, there shall be allowed as deductions
expenses including executive and general administrative
expenses, which would be deductible if the permanent
establishment were an independent enterprise, insofar
as rthey are reasonably allocable to the permanent
establishment, whetherincurred in the State inwhich the
permanent establishment is situated or elsewhere”

Dalam situasi yang demikian maka BUT SINCO dapat
menempuh dua jalur hukum sekaligus yaitu mengajukan
keberatan kepada DJP dan memasukkan complaine
kepada competent authority (CA) Singapura, karena
SINCO adalah Subjek Pajak yang berdomisili diSingapura.
CA Singapura kemudian meneliti keluhan yang diajukan
apakahkeluhan tersebut dapat ditennma untuk diteruskan
kepada CA Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena di
dalam rumusan Article 2511) mengandung. ... e may
irrespective of the remedies provided by the domestic low af
those States, present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he (s resident....

Ketentuan tersebut  mencerminkan  bahwa P3B
dimaksud mengesampingkan Lis  alibi  pendens
seandainya ada, sebab BUT 5INCO dapat menempuh dua
jalur secara bersamaan. Marilah kita simak bagaimana
interaksinya dengan peraturan perundang-undangan
Indonesia, dikaitkan dengan dua tahapan yang berbeda
yaitu pada tingkat keberatan dan tingkat banding,

b. Tingkat Keberatan

sebagaimana telah disebutkan sebelumya keberatan
narus digjukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat
weletapan, dan Pasal 26 Undang-Undang KUP mengatur
bahwa Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas
permohonan keberatan dalam waktu 12 bulan,

Batas waktu untuk mengajukan complaint dalam rangka
MAP di dalam P3B dengan Singapura adalah 3 (tigal
tahun sejak terbitnya surat ketetapan  Article 25(1)]. Dar
batas waktu yang menyangkut keputusan keberatan dan
pengaiuan MAP tampak bahwa jangka pengajuan MAP
lebih lama. Dengan demikian maka terdapat kemungkinan
bahwa proses MAP baru mulai pada saat keberatan BUT
SINCO sudah diputuskan.

Dalam sitwasi yang demikian Dirjen Pajak  tidak
dapat meneclak psrmintaan CA Singapura karena sudah
memenuhi ketentuan Arricle 25 (1) P38, Bila seandainya
kedua CA dalam rengka MAP memutuskan kasusnya
cerbeda dengan keputusan keberatan maka Dirjen Pajak
harus menindaklanjuti keputusan tersebur.

Tindak lanjut dalam hal keputusan MAP menganulir

keputusan keberatan, mengandung dua masalah vaitu
produk hukum yang harus diterpitkan dan masalah jangka
waktu,

i) PRODUK HUKUM

Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  KUP
memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk dapat
membetulkan produk hukum yang tidak benar, yaitu Pasal
16 atau Pasal 36,

Dalam hubunganmya dengan contoh kasus di atas, maka
yang menjadi dasar untuk menindaklanjuti MAP adalah
Pasal 16, karena produk hukum yang dicakup cleh Pasal 16
adalah: surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan,
surat  keputusan  pengurangan  atau  penghapusan
sankst administrasi, surat keputusan  pengurangan atau
pembatalan xeletapan pajak yang tidak benar, atau surat
keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Pasal 36 mengatur wewenang Digen Pajak untuk
membatalkan surat ketetapan pajak, tetapi tidak meliput
surat keputusan keberatan, sehingga pasal ini tidak dapat
dipakai untuk menindaklanjuti kesepakatan dari MAR

Namun demikian, penerapan  Pasal 16  untuk
menindaklanjuti  proses MAP  mengandung kendala
karena penjelasan darn ketentuan tersebut menyebutkan
bahwa kesalahan tulis atau kekeliruan pensrapan tidak
mengandung sengketa pajak.

Apabila penafsiran dan penjelasan tersebut diberikan
sacara harfah maka Pasal 16 tidak dapat dipakai sebagai
sarana untuk menindaklanjuti proses MAR

i) MASALAH WAKTU

Seandainya Pasal 16 dapat dipakai sebagal katentuan
untuk menindaklanjuti MAP masih ada masalah lagi yaitu
vang menyangkut jangka waktu. Sebagaimana diatur di
dalam Pasal 25 keberatan harus diajukan dalam waktu 3
itiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan. Kemudian Pasal
26 mengatur bahwa Dirjen Pajak harus member keputusan

- dalam waktu 12 bulan sejak permohonan diterima, Dengan

demikian maka seluruh proses keberatan dari mulai
pengajuan sampai keputusan membutuhkan waktu 15

- ({lima belas) bulan.

Darisudut pandang MAP, pengajuannya kepada CA harus
dilakukan dalam jangka waktu 3 (tigal tahun sebagaimana
diatur di dalam Article 25 P3B dengan Singapura, seperti
dirumuskan di bawah ini:




Setelah proses MAP berlangsung danmemutuskan kasus
yang dihadapi, maka negara yang harus melaksanakan
tindaklanjut harus menindaklanjuti sebagaimana diatur di
dalam Articie 25(2), y&ng b nym:.ra adalah sehag al berikut:

o
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this Agreement. If an ag mfﬁl:l-f#ﬂMRmm
fmﬂmnrednawnmmhﬂr Gy prescribed

of the other Cwaaifng :ﬁute.l with @ vie

Kata-kata: ... notwithstanding any time limits prescribed
in the rax laws of the Contraciing States, mengandung
arti bahwa, dalam contoh di atas, Indonesia harus
melaksanakannyawalaupun masadaluwarsa berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia
sudah dilewati (berdasarkan Undang-Undang Namor 16
Tahun 2000 daluwarsa adalah 10 tahun),

Dalam hierarki perundang-undangan P3B berada
diatas Undang-undang nasional sehingga seandainya
keputusan MAP harus dilaksanakan pada saat daluwarsa
sudahdilampaui,Indonesiaharustetapmelaksanakannya.
Masalah ini tidak langsung berhubungan dengan
masalah Lis alibi pendens yang menjadi topik bahasan.

c. Tingkat Banding

Bengan tidak adanya aturan Lis alibi pendens maka
BUT SINCO dapatmanempuh dua jalur secara bersamaan,
yaitu mengajukan banding dan mengajukan kasusnya
kepada CA karena koreksi yang dilakukan terhadapnya
masuk dalam ketentuan Ariicle 25 (1) P3B Indanesia-
Singapura, yaitu pengenaan pajak yang tidak sesuai
dengan P3B. Dalam hal ini akan ada dua kemungkinan
situasi yang dapat terjadi, yaitu:

+ Pengadilan Pajak sudah memberi putusan atas
kasusnya, sedangkan proses MAP belum selesai;
- atau

b Penga:lﬂan Fa;akbejum sampai kepada keputusan
dan proses MAP sudah se lesai.

Dalam situasi yang disebut pertama masalah yang
timbul adalah produk hukum apa yang diterbitkan jika
seandainya hasil dari MAP berbeda dengan keputusan
pengadilan.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 teniang Pengadilan Pajak mengatur bhahwa
putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak tidak dapat
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mengubah putusan yang telah dikeluarkan, Dengan
demikian jelas bahwa apabila hasil dari MAP berbeda
dengan putusan pengadilan maka putusan pengadilan
tersebut tidak akan diubah sebagaimana hasil MAP.

Ayat (3} dari Pasal tersebut mengatur bahwa pihak-
pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan
kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada
Nahkamah Agung Ketentuan ini dapat dipakai oleh
BUT SINCO seandainya dalam contoh di atas, MAP yang
digjukannya lebih lambat dari keputusan pengadilan.

Dalam situasi yang kedua mungkin lebih sederhana
karena keputusan MAP seharusnya dijadikan bahan
pertimbangan sehingga pada dasamya keputusannya
akan sesuai dengan keputusan berdasarkan MAP

KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan
seperti berikut;

a. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
prinsip iis alibi pendens hanya berlaku untuk masalah
keberatan dan banding di bidang perpajakan. Jadi
apabila Wajib Pajak yang berdomisili di negara vang
mempunyai P38 dengan Indonesia dapat mengajukan
keberatan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang KUP
atau banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang
KUP dan mengajukan keberatan melalui mekanisme
MAP secara bersamaan,

. Walaupun peraturan perundang-undangan
perpajakan di Indonesia tidak menerapkan prinsip
s alibi pendens dalam kaitannya dengan Wajib Pajak
luar negeri, namun ketentuan di dalam perundang-
undangan Indonesla belum cukup mengatur sarana
untuk melaksanakannya. Namun demikian perlu
disimak ketentuan Article 27' dari Vienna Convention
yang mengatur bahwa salah satu pihak dalam treaty
tidak dapat memberikan alasan bahwa karena
Undang-Undang domestiknya tidak memungkinkan
seningga tidak dapat melaksanakan keputusan dari
freaty tersebut. Perlu disadari bahwa setiap pihak di
dalam trealy, wajib melaksanakannya karena freaty
tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak.*
Sebagal alternatif perlu dipikirkan diterapkannys
prinsipiisalibipendens didalam perundang-undangan
perpajakan Indonesia. Untuk keperiuan tersebut perlu
dipikirkan interaksinya dengan Undang-Undanq lain,
misalnya proses peradilan pajak harus menunggu
sebelum MAP selesal. Hal ini akan membawa
perubahan yang lain yaitu batas waktu penyelesaian
sengketa di tingkat banding. »
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Harmful Tax Competition

PP Oleh Prijohandojo Kristanto

PENDAHULUAN

Ot tahun 1998 OECD (Organisation for Economie Co-operation and
Development) mengeluarkan laporan berjudul “harmful tax competition”
Tulisan ini berusaha mengupas secara ringkas apa yang menjacli latar
oelakang dikeluarkannya laporan tersebut, apa yang dimaksudkan dengan
“harmiul tax compelition”, selanjutnya sebagai bangsa Indonesia apakah kita
narus menelan bulat-bulat rekomendasi vang diberikan oleh OECD,

CECD
QECD adalah arganisasi yang anggotanya terdiri dari 30 negara-negara
maju di dunia. Menurut Pasal 1 dari perjanjian yang ditandatangi di Paris
tanggal 14 Desember 1960, antara lain disebutkan bahwa OECD bertujuan
untuk "mencapai perkembangan ekonomi, periuasan lapangan kerja dan
peningkatan taraf hidup tertinggi bagi para anggotanya, sambil menjaga
kestabilan keuangan, dan dengan demikian akan menyumbangkan
kemakmuran bagi dunia”
Dari kutipan tersebut, jelas bahwa OECD didirikan terutama untuk
| . kepentingan para anggotanya yang terdin dari negara-negara
ST maju,
SR
' GLOBAL TAX COMPETITION
B ¥ OECD percaya bahwa perdaganganyang semakinterbukadan
m ‘:x bebas serta investasi antar negara vang semakin berkembang
adalah hal satu-satunya yang dapatmendorong pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan taraf hidup, Oleh karena itu
QECD akan berusaha menjaga dan mengembangkan
sisiem perdagangan multilateral dan akan menganjurkan
» perbaikan-perbaikan terhadap sistem tersebut bila terjadi
"J perubahan terhadap perdagangan internasional termasuk
jalinan hubungan antara perdagangan, investasi dan
perpajakan -

Percepatan proses globalisasi di bidang perdagangan
dan investasi dapat mempengaruhi hubungan sistem
perpajakan antar negara. Dengan hilangnya rintangan-
rintangan perdagangan dan investasi intérnasional, perubahan
kebijaksanaan perpajakan di suatu negara dapat membawa
pengaruh terhadap perekonomian negara lain, Globalisasi juga
merupakan pencetus reformasi perpajakan, di mana Subjek dan



Objek Pajak diperluas dan tarif diturunkan. Pengurangan
tarif pajak ini dapat mengakibatkan distorsi. Globalisasi
mengakibatkan negara-negara <i dunia rerus menerus
memperbaiki iklim perpajakannya agar dapat menarik
investasi. Globalisasi juga telah merangsang negara-
negara untuk mengurangl hambatan-hambatan
di bidang perpajakan (tax barriers) sehingga dapat
meningkatkan mobilitas modal dan pasar uanag.
Globalisasi juga telah meningkatkan persaingan
diantara perusahaan multinasional.  Perusahaan
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Naven” dengan menurunkan tanf pajaknya atau bahkan
tidak mengenakan pajak sama sekali oleh QOECD dianggap
sebagai "harmful tax competition” atau persaingan pajak
yvang tidak sehat. Persaingan ini dianggap sebagai
persaingan yang tidak sehat, karena tidak berdasarkan
“level plaving Reld”. Negara-negara “rax haven” biasanya
tidak membutuhkan penerimaan dar pajak untuk
menjalankan negaranya. Negaramereka dapat dijalankan
cengan penerimaan dari pariwisata, perkebunan negara,
dari jasa-jasa tertentu, dan sebagainya.

Negara “tax haven” seperti Mauritius sebenamya lebih
menguntungkan daripada merugikan Indonesia. Dengan ikut-

ikutan memerangi negara “tax haven’, kita memerangi diri sendiri.

multinasional secara terus menerus mengembangkan
strategi global. Kemajuan teknologl memungkinkan
perusahaanmultinasional beroperasidibeberapa negara.
Misalnya manajemen global dilakukan dari satu negara,
aesign barang dilakukan di negara lain, pembuatannya di
negara lain dan dijual ke negara lainnya lagi.

Globalisasi  juga membuka kesempatan
melakukan international  tax  planning,
mengurangi beban pajaknya secara global. Dan hal i
telah membuka kesempatan beberapa negara untuk
merubah sistem perpajakannya demi menarik modal dan
lalu lintas keuangan ke negaranya. Menurut QECD hal ini
telah menimbulkan distorsi yang dapat mengganggu
kemakmuran global (penulis: maksudnya negara-negara
anggotanya) dengan berkurangnya penerimaan pajak
secara global.

Negara-negara pada umumnya membutuhkan
penerimaanuntuk membiayai pengeluaran publikseperti
kKeamanan, pendidikan, jaminan sosial dan pelayanan
publik, Negara-negara ini sangat dirugikan bila investor
yang berasal dari negara mereka menanamkan modalnya
di negara-negara “tax haven” (pelabuhan pajak). Hal
ini dimungkinkan karena negara-negara “tax haven®
tidak mengenakan pajak sama sexali atau mengenakan
pajak dengan taril ringan. Investor-investor semacam
ini oleh OECD dianggap sebagai "free riders”. Mereka
mendapat keuntungan dari pengeluaran publik tanpa
lkut menanggung biayanya,

untuk
dengan

HARMFUL TAX COMPETITION
Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara "tax

CIRI-CIRI NEGARA TAX HAVEN
Karena lidak ada definisi resmi mengenai negara "tax

naven, QECD menyebutkan kriteria-kriteria sebagai

berikut sebagai indikasi, bahwa negara tersebut dapat

digolongkan sebagal "tax haven™

» Tarif pajaknya rendah atau bahkan tidak mengenakan
Pajak sama sekall

= Ini merupakan petunjuk awal, bahwa negara tersebut
dapat dikategorikan sebagai “tax haven'.

* Kurangnya pertukaran informasi

« Pada umumnya negara “tax haven" mempunyai
Undang-Undang mengenai kerahasiaan, sehingga
mempersulit pertukaran informasi

* Kurang transparan

* Tidak adanya kegiatan yang substansial

= Hal ini mengindikasikan, bahwa negera tersebut
memang sengaja berusaha menarik investasi atau
transaksi-transaksi yang melulu untuk keperluan
penghematan pajak

COUNTERACTING HARMFUL TAX COMPETITION
QECD mengajak dunia untuk tidak tinggal diam
sementara penerimaan  pajaknya berkurang. OECD
mengajak dunia mermerangi negara-nagara "tax haven’
tdengan memberikan beberapa rekomendasi.
Di bawah ini adalah rekomendasi yang telah diikuti
oleh Indonesia:
= Rekomendasi mengenai
Corporations (CFC)
Negara-negara yang belum mempunyai “CFC rules”
dianjurkan memasukkan peraturan tersebut di dalam

“Controlled Foreign
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peraturan perundang-undangannya. Indanesia sudah
mempunyai peraturan CFC sejak tahun 1994, yaitu
sebelum adanya rekomendasi ini.

* Rekomendasi mengenai “ruiings”

Negara-negara sebaiknya tidak memberikan "advance
fuling” terhadap transaksi yang telah direncanakan
untuk menghemat pajak Walaupun tidak secara resmi,
permintadn mengenai "advance ruling” belakangan ini
sarng tidak dijawab.

* Rekomendasi mengenai akses terhadap informasi
perbankan
Untuk memerangi "harmful tax compertition” sebaiknya
otoritas perpajakan diperkenankan memperoleh
infarmasi dari dunia perbankan. Direktorat Jenderal
Fajak pernah berusaha memperalely informasi dari
perbankan, namun sampai sekarang belum disetujui
olely Pemerintah.

* Rekomendasi
fasilitas P3B
Megaranegara dianjurkan untuk memasukkan di
dalam P3Bnya mengenai ketentuan yang membatasi
hak untuk menggunakan fasilitas bagi transaksi yang
dapat digolongkan dalam praktik persaingan pajak
vang tidak sehat.

Indonesiatelah memasukkan istilah "beneficiolowner’
didalam P3B. Namun baru dilaksanakan secara agresif
sejak thun 2005 dengan dikeluarkannya SE-04/
F1.34/2005 tanggal 7 Juli 2005, Sejak dikeluarkannya
5B tersebut pemeriksa pajak banyak melakukan
koreksi terhadap Wajib Pajak yang menggunakan
tarif pemotongan pajak atas bunga, dividen dan
royalti berdasarkan P3B. Tindakan ini tentunya
menambah beban untuk berusaha di Indonesia dan
menimbulkan kesan berinvestasi di Indonesia makin
ticlak menarik.

Direktorat Jenderal Pgjak juga mengeluarkan SE-17/
PJ/2005 tanggal 8 Juni 2005 yang tidak mengakui
tarif pemotongan pajak atas bunga berdasarkan
P3B sebesar 0% atas pinjaman darl Belanda yang
lebih dari dua tahun. Sebagal akibatnya banyak
perusanaan gagal mencar dana murah yang dengan
sendirinya menghamibat investasi,

* Rekomendasi mengenai P3B dengan negara-
negara “tax haven”
Megara-negaradianjurkanmenghentikanP3Bdengan
negara “tax haven" Indonesia telah menghentikan
F3B dengan Mauritius sejak 1 Januari 2005.

mengenai hak menggunakan
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GLOBALISASI - SIAPA YANG UNTUNG?

Harian Kompas tanggal 10 Juli 2007 memuat twlisan
Syamsul Hadi, Pengajar di Departemen Hubungan
internasional FISIP Ul dan anggota Executive Board pada
Network of Eost Asian Studies berjudul “Cek Kosong
Globalisasi”

Thomas Friedman ([1997] berpendapat "semakin
ierbuka ekonomi  untuk perdagangan bebas dan
kompetisi, semakin efisien dan tumbuh suburlah
exonomi Anda. Semakin patub kepada prinsip-prinsip
pasar bebas, semakin makmurlah negeri Anda’, Namun
ekonem Perancis, Robert Cohen (2006) mengatakan:
‘adalah suatuilusiyang berbahaya untuk membayangkan
bafwva partisipasi aktif dalam globalisasi ekonomi akan
melahirkan penyebaran kemakmuran yang bersifat
spontan. Teknologi komunikasi t2lah menghadirkan
realitas kemakmuran negara maju yang enak ditonton
di TV, tetapi hampir mustahil dicapal sebagian terbesar
masyarakat di negara-negara berkembang. Globalisasi
Iparat cek kosong, awalnya membangkitkan harapan,
akhirnya menimbulkan kekecewaan®

Negara-negara maju sendiri pada mulanya anti pasar
bebas, karena mereka belum siap. Setelah siap mereka
baru mempromosikan pasar bebas, Sekarangpun
mereka anti  pasar bebas bagi  produk
pertaniannya. Indonesia walaupun belum siap nekat saja
mempromasikan globalisasi.

Tulisan lainnya di harian Bisnis Indonesia oleh Rizal
Ramili, mengatakan Indonesia terjerumus ke dalam krisis
ekonami semakin dalam, karena mematubi anjuran IMF
untuk melepaskan nilal tukar Rupiah kepada mekanisme
pasar bebas. Malaysia yang menalak IMF aman-aman
saja. Sepuluh tahun kemudian IMF baru mengaku telah
salah resep. Kita scharusnya sadar, bahwa majikan IMF

masih




adalah negara-negara maju.

Tulisan-tulisan di atas yang ditulis oleh orang-orang
Indonesia yang terpelajar dan berani mengemukakan
buah pikiran yang pro Merah-Putih menyadarkan kita,
bahwa selama ini kita telah dengan suka rela dibohongi
oleh  ahli-ahli dari negara-negara maju. Barangkali
kita merasa, bahwa mereka telah berhasil memajukan
negaranya, merexa adalah orang-orang terpelajar dan
berpengalaman luas, sehingga kita patut 'minder”,

aingkatnya, globalisasi lebih menguntungkan negara-
negara maju. Anjuran-anjuran yang mereka berikan
adalah terutama untuk kepentingan merska sendiri
Namun ada juga orang dari negara maju seperti Robert
Cohen yang mau membukakan mata kita,

APA UNTUNGNYA BAGI INDONESIA
REKOMENDASI QECD UNTUK
"HARMFUL TAX COMPETITION™?

Yang |elas kita hanya untung sedikit dan untuk
jangka pendek, namun untuk jangka panjang kita rugi
besar karena kehilangan kesempatan mengembangkan
ekonoml, mengurangi pengangguran dan Direktarat
Jenderal Pajak kehilangan "oppartunity revenue’.

MENGIKUTI
MEMERANGI

ILUSTRASI:

Investor dari negara A mendirikan helding company
di Mauritius di tahun 2003 denaan modal sebesar
5 10.000,000. fnvesior tersebut juga menjual hak
memungut royalti kepada holding company tersebut.
Helding company tersebut mendirikan PMA di Indonesia
dengan modal § 10,000,000,

Penjualan kotor setahun 3 10,000,000

Biaya gaji/upah 5 2,000,000
Siaya lain-lain 5 5,000,000
Laba 5 2,500,000

KESIMPULAN
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Investasi tersebut fentunya memajukan ekanomi
Ingdenesia, termasuk mengurangi angka pengangguran,
Disamping ity  Direktorat Jenderal Pajak  dapat
memperoleh pajak-pajak berikut ini;

PPN 10850 x 5 10,000,000 5 1,000,000
PPh 21 1586 x 5 2,000,000 s 300000
PPh 26 10% x 5 500,000 i 20,000
PPh Badan 3(0% x 5 2,500,000 & 750000
PPh Dividen 5% x 5 1,750,000 v 87,500
Jumlah 5 2,187 500

Katakanlah di dalam pemeriksaan pajak hoiding
company di Mauritius tidak dianggap sebagai "beneficial
cwner sesual dengan anjuran OFECD untuk membatasi
penggunaan fasilitas P3B, dalam jangka pendek
Direktorat Jenderal Pajak akan memperolel tambahan
penerimaan dari:

Peh26 | io%x [ S 500000 [ 5 50000

"Ph Dividen 5 1,750.000 > 262,500

(T A TR T

Namun karena P3B dengan Mauritius dicabut,
dan Direktorat Jenderal Pajak semakin giat menalak
berlakunya fasilitas P38 dengan menggunakan alasan
penerima hasil bukan "beneficial owner” investor akan
menghindari Indonesia. Dengan demikian kemajuan
ekonomi Indonesia akan terhambat dan Direktorat
Jenderal Pajak akan kehilangan "opportunity revenue’

Dariilustrasi di atas terlihat juga bahwa sebenarnya
yang rugi adalah negara A, karena tidak dapat

15% %

mengenakan pajak atas dividen dan royalti, kecuali
dividen dan royalti tersebut dikirim ke negara A
Di dalam praktiknya hasil investasi dari Indanesia,
diinvestasikan lagi ke Indonesia atau ke negara lain,

T —————e—e—~—, e ——

Istilah “harmful tax competition” diciptakan oleh OECD yang anggotanya terdiri dari negara-negara maju untuk
melindungi kepentingan mereka. Dengan alasan globalisasi dan kemakmuran dunia mereka mengajak dunia
untuk memerangi negara-negara "rax haven”. Padahal globalisasi tidak menguntungkan negara berkembang
‘seperti Indonesia. Negara "tax haven” seperti Mauritius sebenarnya lebih menguntungkan daripada merugikan

Indonesia. Dengan ikut-ikutan memerangi negara “tax haven’, kita memeranagi diri sendiri. Selanjutnya terserah
pengambil kebijaksanaan di negeri tercinta ini, apakah kita dengan suka rela dibohongi untuk kesekian kalinya
oleh negara-negara maju demi keuntungan sesaat namun negara tetap melarat. ®
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Ketua Program D3 Studi Administrasi Perpajakan FISIP Ul

HAULA ROSDIANA |zhir di Bogor pada 5 Januari tiga puluh enam tahun silam ini baru saja menyelesaikan Program
Doktor dalam Bidang llmu Administrasi di FISIP Ul pada tanggal 23 Oktober 2007, Dalam Pregram Doktor limu
administrasi FISIE Ulini, Haula Rosciana merupakan Doktor pertama yang menulis tentang pajak, Doktor pereripuan
ke-6, serta Doktor ke-46 yang dihasilkan oleh di Pragram Doktor limu Administrasi FISIP Ul tersabut, Judul disertasi
vang dipertabankan oleh Maula Resdiana di hadapan sidang akademik terbuka senat akademik Universitas
Indonesia adalah “Menuju Sistem Pajak Penghasilan Pro Corporate Cash-Flow Untuk Mendorong Kemajuan Industri
Telekomunikasi. Adapun selaku Promaotor adalah Prof. R. Mansury, Ph.D dengan ketua sidang yaitu Prof, Dr, Eko
Prosojo, Mag. Rer. Publ,
Visertasi yang dibuat oleh Haula Rosdiana membahas mengenai karakterisasi dan perlakuan perpajakan atas
penghasilan dari beberapa transaksi yang terjadi dalam industri telekomunikasi vang sesuai dengan
kesepakatan internasional, serta opporrunity €ost yang timbul akibat ketidakjelasan peraturan
perpajakan atas penghasilan tersebut. Dalam disertasinya tersebut, secara mikro, Haula
— Rosdiana melakukan analisis atas implikasi pemotongan PPh atas active income dan implikasi
| dispute anmara fiskus dan Wajib Pajak berkenaan dengan jenis penghasilan vang diperaleh
dari transaksi telekomunikasi, seperti séewa bandwiih. Dalam disertasinya tersebut, instrumen
yang digunakan adalah "deregulasi’, yaitu meniadakan withholding tax atas active income,
rdan “regulasi” atas karakterisasi penghasilan dari transaksi telekomunikasi. Haula Rosdiana
menawarkan alternatif desain sistem PPh yang disebut dengan Pro Carporate Cash-flow Tox
f (PCCFT). Desain PCCFT dilatari oleh konsepsi Supply-side Tax Palicy, yaitu suatu kebijakan pajak
yang memberikan ruang yang lebih besar bagi swasta untuk meningkatkan produksinya. Hasil
dari disertasi ini menunjukkan bahwa desain PCCFT dapat meminimalkan OPPArTINITY COST
“e~.,  dan memberikan beberapa manfaat, antara lain bagi pengusaha dapat meningkatkan
ﬁ\ ﬁ:’bg; potensi penghasilan perusahaan dan mengurangi cost of taxation. Sedangkan bagi
EE,L; pemerintah sendin dapat meningkatkan, antara lain, penerimaan pajak dan
&T?EQ _ penerimaan bukan pajak |berupa Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
=2 :J;E-? dan pembagian diviclen clari FT Telkom, Thk dan PT Indasat, Thk),
%‘ selamat untuk Haula Hosdiana, semoga dengan gelar Doktor dalam
I

e bidang ilmu administrasi yang telah disandangnya dapat memberikan
Q‘?"-a S warna dalam pengembangan perpajakan di Indonesia, @
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MASYARAWATIRERBAYAKAN

_ _ INTERNASIONAISINDONESIA
(Indonesian]internationalilax¢Society&llIlS)
wvwiitsforid

Masyarakat Perpajakan Internasional Indonesia atau
Indonesian International Tax Society (selanjutnya disingkat
IITS) dibentuk atas dasar bahwa di era globalisasi bangsa
Indanesia tidak terlepas dari hubungannya dengan dunia
internasional, termasuk pula dalam bidang perpajakan.
Halini disebabkan karena pajak merupakan bagian yang
ticlak terpisahkan dalam lalu lintas perdagangan dan
invastast antar negara.

Dengan semakin meningkatnya transaksi lintas negara
vangterjadidiindonesiamakadiperlukansuatupemahaman
terhadap aspek dan isu-isu yang terkait dengan perpajakan
atas transaksi lintas negara. Berdasarkan hal tersebut di
atas dan dalam rangka untuk mengembangkan profesi
Perpajakan Internasional di Indonesia maka didirikanlah
ITS pada tanggal 16 Januan 2007,

—_—

. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap

masalah perpajakan internasional,

2. Sebagai sarana penyaluran aspirasi bagi Pelaksana
Administrasi Pajak, Akademisi, dan Praktisi Pajak yang
menangani masalah perpajakan internasional,

3. Pusat informasi dan nara sumber dalam bidang
perpajakan internasional.

4. Pusat pengkajian isu-isu seputar masalah perpajakan
internasianal.

5. Menjadi lembaga sertifikasi keahlian perpajakan

internasional.

1. Menyelenggarakan  perpustakaan, dokumentasi,
dan penerbitan  publikasi seputar perpajakan
internasianal.

2. Menyelenggarakan seminar, ceramah, loKakarya,
diskusi, dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan
pengetahuan bidang perpajakan internasional,

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pemberian
Sertifikasi Keahlian Perpajakan Intemasional bagi
yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh IITS.

KEANGGOTAAN
Keanggotaan IITS terdiri dari Dosen, Praktisi Pajak,
Pemerhati Perpajakan Internasiconal, dan Mahasiswa,

SUSUNAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGURUS, i
DAN PENGURUS BIDANG (2006-2009)

|

Fraf. Dr. Gunadi, AK. "’I <h
Drs, Rachmanto Surahmat |
Ers. Prijohandojo Knistanto \

Dirs. Stan Pranoto

DEWAN PENGURUS: '

Ketua Umum ;
Dr. John Hutagaol, SE, Ak. M.Acc., M.Ec.
Wakil Ketua Umun
Darussalam, SE, Ak. M.51., LLM Int, Tax

Spkrerans Umum,
Danny Septriadi, SE, M.Si., LLM Int.Tax l_

Bendahara Unmam | ;
SriWahyun

PEMGURUS BIDANG:

Bidang Organisasi:

Bn:lang I_!erjanma l:li.'ln Hukum
15 r“-—".-' S SH ARG

|1 | P |l [ 1 -:_-'_-'

Eu:l ang Pe mﬂdl kan dan F'ﬂatlhan

Bidang Publikasi dan | 1-_h| r_r_la.s-
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" PROPERTY TAX

ABSTRAKSI

Property tax didefinisikan sebagai
pajak yang dikenakan terhadap
bangunan yang dikuasai dan/atau
dimanfaatkan. Bermanfaat sebagai
salah  satu sumber dana yang
diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaranpemerintah, propertytax
juga berkantribusi dalam mengatur
mekanisme efsiensi pemanfaatan
tanah dan bangunan yang terbatas
jumlahnya serta memenuhi tujuan
ekonami lainnya, seperti mendorong
klim investasi. Desain property tax
sangat dipengaruhi oleh dimensi
kontekstual, dalam tulisan  ini
adinarasikan melalui implementasi
yvang Bervariasi di New Delhi,
singapura, dan Beijing. Kota New
Delhi dan Beijing adalah representas
darinegara (China dan India) dengan
tingkat pertumbuhan  ekonomi
tertinggi di dunia, sementara
singapura adalah salah satu Anancial
hub utama dengan tingkat densitas
penduduk dan efisiensi pemakaian
tanah dan bangqunan yang tinggi.

DI NEW DELHI, SINGAPURA, DAN

BEI.IING:
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A. PENGANTAR

Disamping bermanfaat sebagai
salah  satu sumber dana vang
diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran  pemerintah, pajak
yang dikenakan terhadap bangunan
berperan pula dalam mengatur
mekanisme efsiensi pemanfaatan
tanah dan bangunan yang terbatas
jumiahnya.' Secara umum terdapat
tiga kemungkinan pengenaan pajak
terhadap bangunan, vaitu; pajak
terhadap transaksi jual belibangunan
(property  fransaction  tax), pajak
terhadap apresiasi nilai bangunar
\praperty appreciotion tax atau pajak
terhadap capita! gain bangunan),
dan pajek terhadap bangunan yang
dikuasai danfatau dimanfaatkan
\property  tax), Guna membatasi
ruang lingkup, uraian singkat ini
maka hanya membahas mengenai
pengenaanpajakterhadapbangunan
yangdikuasaidan/atav dimanfaatkan
\property tax) saja. Pembahasan
difokuskan kepada desain property
tax dan perbandingan antar desain
dengan merujuk kepada dimensi
kontekstual desain tersebut di New
Delhi, Singapura, dan Baijing, Kota
New Delhi dan Beijing dipilih untuk
merepresentasixan ibukota neqgara
(China dan India) dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi tertinggi di
dunia“, sementara Singapura sebagai
city-state adalah salah satu financiof
hud utama dengan tingkat densitas
penduduk dan efisiensi pemakaian
tanah dan bangunan vang tingai.”

B. DESAIN PROPERTY TAX

Secara teoretis, property fax

didesain dengan memperhatikan
empatfaktordominan,yaituelastisitas
penernmaan negara jangka panjang,
transparansi dalam penetapan dan
pemunguian  pajk, minimalisasi
biaya transaksi {transaction cost),
dan ekuitas vertikal dan horizontal.
Rumus dasar penerimaan pajak,
dimana penerimaan pajak adalah
kalkulasi dari tarif pajak dengan
dasar pengenaan pajak, juga berlaku
bagi property tax ini. Dalam desain
property tax, penghitungan besaran
pajak pada umumnya bertitik tolak
dari dasar pengenaan pajak. Terdapat
dua metode yang dikreasikan dalam
menghitung  property  tax, yaitu
Annual Rateable Yaiue [ARY) dan Ut
Area Value (UAV). Disamping dua
metode ini, dikenal juga metode
hybirid, dimana property rax dihitung
dengan menggabungkan pajak atas
bangunan ditambah dengan pajak
atas tanah dimana property tersebut
berada.’

PoladasarARVadalah menghitung
pajak dengan menggunakan nilai
sewa tahunan aktual atau yang
diperkirakan akan diterima terhadap
statu Dangunan tertentu {annual
rent actual or expected)” Dengan kata
lain, property tax dalam metode ARV
dihitung dengan mengalikan tarif
pajakdengannilaiARV.Dalammetade
UAV, dasar pengenaan pajak dihitung
berdasar capitol value dari suatu
area, yang dapat diketahui dengan
menghitung nilai histories (histarical
cost), nilai pasar yang berlaku
marwer valve), atau penghitungan
secara notional {perkiraan).” Kalkulasi
matematis secara notional dilakukan
dengan alasan perlunya penyesuaian
dan pembedaan kategori bangunan,

insideproperty »

InsideTax Fiis U1 Movember 2007

sepertl perumahan dan kawasan
komersial, bangunanvangdisewakan
atau digunakan untuk kepentingan
pribadi, dan depresiasi terhadap nilai

bangunan.
Desain  property tax  juga
mempertimbanakan faktor

ekuitas berupa pengurangan tarif,
pengecualian terhadap pengenaan
property  tax, dan  pangurangan
pembayaran property tax terhadap
berbagal  klasifikasi  bangunan,
seperti bangunan sederhana yang
digunakan sendiri, bangunan yang
dihuni, bangunan vyang sedang
dibangun ulang (redesign and
redevelopment], dan  bangunan
yang digunakan untuk kepentingan
umum. Lebih  lanjut  diuraikan
mengenai desain property tax di New
Delhi, Singapura, dan Beijing.

C.PERBANDINGAN PROPERTY TAX

1. New Delhi

Terdapat tiga otoritas administrasi
di  MNew Delhi vyaitu Municipal
Corporation of Relhi (MCD)-hampir
sebagian besar wilavah New Delhi
perada dalam jurisdiksinya, New
Delhi Municipal Corporation INOMO)
dengan Kewenangan administrasi
untuk Central District of New Delh],
dan Delhi Cantonment Board (DCB)
untuk area kacil yang tidak termasuk
dalam Jurisdiksi MCD dan NDMC
Dalam hal ini hanya diuraikan untuk
dua otoritas yang pertama saja, yaitu
MCD dan NOMC

Salah satu elemen penting yang
periu dicermati berkaitan dengan
penerapan property tax di New Delhl
adalah adanya mekanisme kontrol
terh;dap nilai  sewa bangunan’
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Pertama kali diperkenalkan di
Amerika Sarikat pada awal abad ke-
20 sebagai bentuk proteksi terhadap
penyewa’, aturan pengawasan nilai
sewa bangunan diadopsi di New
Delhi pertama kall melalui Delhi Rent
Control Act pada 1958, yang kemudian
di amandemen pada 1995 Guna
menghindari kenaikan harga sewa
secara berlebihan yang ditetapkan
oleh pemilik bangunan, legislasi ini
memungkinkan kenaikan besaran
sewa bangunan setiap tiga tahun
sekall, dengan nilai maksimal 10%."

1. 1. Municipal Corporation of
Delhi (MCD)

secara  historis, sebelum tahun
2003 dasar perhitungan progerty
rax aleh MCD adalah menggunakan
metode ARV, tetapi  kemudian
direformasi  pada 2003 dengan
memperkenalkan metode UAV dalam
rangka mendorong  terciptanya
transparansi dan kesadaran yang
lebih baik untuk membayar property
fax secara sukarela |voluntary
compliance).

Cengan melocde UAV, konseps
property tax yang didesain oleh M{D
adalah tarif pajak dikalikan dengan
dasar pengenaan pajak, yaitu anoual
valte {tax = tax rate ¥ annual vailue),
Tarif pajak ditetapkan secara flat 1094,
sementara annual value dihitung
sebagai berikut:

Annual vaiue = covered area x unit
area value x (age factar x occupancy
factor x use factor ¥ structure facror),
di mana:

Unit area value

8 kategori, berkisar antara
Rs100-630 per m*, tergantung dari
harga pasar

Age factor :
05 lsebelum 1960)
(setelah tabuwn 2000)

Occupancy factor
1 (dihwuni sendiri), 2 (disewakan)

sampal 1.0

Use factor -

1 (pemukiman penduduk),
(selain pemukiman penduduk
Structure factor

0.5 (sementara) sampal dengan 1.0
(permanen)”’
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Sesuar dengan tujuan voluniary
compliance, otoritas MCD
meanerapkan sistem self assessment
dalam pelaksanaan propery  tax.
Faktor ekuitas diterjemahkan dalam
bentuk pengecualian dari property
tax untuk gedung pemerintahan dan
pengurangan untuk hunian tertentu,
diantaranya 30% pengurangan untuk
tempat tinggal yang dihuni aleh
wanita berusia lebih dari 65 tahun,
10% pengurangan bagi hunian kecil.
Sebagal insentif bagi yang menepati
periode pembayaran diberikan 15%
potongan property tax.”

Berkaca dari desain dan konteks
aplikasi property tax oleh MCD,
maka dapat dipahami bahwa
MCD mengutamakan transparansi
dalam sistem property tax dengan
menggunakan benchmark vyang
sederhana  dan  jelas  dalem
menghitung property tax, sehingga
penerapan asas sell  dssessment
akan berpotensi manfaat ganda;
disatu sisi mempermudah prosadur
pengawasan terhadap Wajib Pajak,
dandisisilain akan mengurangi biaya
transaksi. Dalam rangka mencapai
tujuan transparansi dan woluntary
compliance ini, maka baik tarif pajak
maupun dasar pengenaan pajaknya

dirancang berada pada posisi nilai
vang rendah. Mamun demikian,
sebagai  konsekuensi  logis  dari
kesederhanaan pola perhitungan ini,
maka elastisitas penerimaan property
tax di MCD menjadi relatif rendah,
dalam artian penerimaan  pajak
relatif  tidak banyak terpengaruh
mengingat perubahan dalam tarif
pajak maupun annual volue sangat
terbatas, Perubahan annual value
sangat  bergantung kepada unit
area value, namun dalam praktiknya
unit area value tidak digantungkan
kepada harga pasar karena adanya
Delhi Rent Control Act 1958, sehingga
kenmikan harga bangunan dalam
kenyataan di lapangan tidak banyak
merubah penerimaan properiy tax.
Apabila dalam perjalanan ke depan
annual value ini tidak didasarkan
pada market price, maka penerimaan
progerty tax akan berpoiensisemakin
turun.

Secara teoretls, dengan tarif
pajak dan dasar pengenaan pajak
yang rendah, maka property tax d
MCD cesungguhnya  berkontribusi
terhadap penerimaan property tax
yang rendah terhadap bangunan
dengannilaiyanag tinggidan berharga
mahal (high-end propsrty). Dengan
asumsi apresiasi nilal bangunan riil
di atas tarif pajak 10% per tahun
(Data dari agen property CB Richard
Ellis menunjukkan kenaikan harga
bangunan di New Delhi, Mumbai
dan Hyderabad tahun 2006 berkisar
antara 50% sampai dengan 100%)7
maka dapat diartikan bahwa property
fax  yang diterapkan oleh MCD
merupakan pajak yang regresif,

Dari kaca mata ekuitas, maka
dengan syarat yang terbatas
terhadap bangunan untuk mendapat
potongan danfatau  pengecualian
property tox, maka akan berpatensi




Property taxjuga berkontribusi dalam mengatur
mekanisme efisiensi pemanfaatan tanah dan
bangunan yang terbatas jumlahnya

menciptakan  ketidakseimbangan
dan gejolak di masyarakat New Delhi
vang sangat heterogen,'”

1. 2. New Delhi
Corporation (NDMC)

Ororitas lainnya di New Delhi,
NOMC, menggunakan metode ARV
dalam menghitung property tax, di
mana dasar pengenaan pajaknya
adalah  amnual  rategble  value.™
Dengan demikian, tax = rox rate
X annual rateable value. Terdapat
lga strata dalam tarif pajak yang
ditetapkan aleh NDMC; 20% untuk
pangunan dengan nilai  sampai
dengan Rs.10 lacs, 25% untuk bagian
nilai bangunan antara Rs.10 lacs
sampal dengan Rs.20 lacs, dan 30%
untuk bagian nilai bangunan yang
bernilai di atas Rs.20 lacs.™ Lebih
lanjut diberikan pengecualian untuk

Municipail

bangunan yang digunakan sebagai
Kantor administrasi pemerintahan.
>écara umum, bangunan dalam
kondisi sedang digunakan diberikan
rabat property tax sebesar 669%,'7
Tidak seperti halnya MCD, property
tax di NODMC bersandar pada sistem
official assessment.

Dalam prakteknya, penggunaan
metode ARV ini erat kaitannya
dengan mekanisme kontrol terhadap
besaran nilai sewa sesuai dengan
Oelhi Rent Control Act 1958. Aturan ini
berimplikasi pada menurunnya dasar
pengenaan pajak bagi NDMC. Bahkan
dalam situasi dimana nilai sewa aktual
lebih tinggl, terdapat perdebatan
dan polemik hukum dalam tataran
praktek pelaksanaan mengingat ARV
tidak boleh melebihi standar nilai
sewa sesuai dengan Delhi Rent Controf
Act 1955. Hal ini memacu terjadinya
dikotomi antara nilai pasar dengan
dasar pengenaan pajak, yang pada
akhirnya berpotensi menaikkan tarif
pajak agar target penerimaan dalam
property tax dapat tercapai.’”

Mekanisme kontrol terhadap
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nilai  sewa bangunan  adalah
kontraproduktif kKarena
mempertinggi  biaya  transaksi
\fransaction  cast)  sebagai  akibat

dari semakin besarnya sumber daya
yang dikeluarkan untuk melakukan
pengawasan ternadap nilai sewa.
Mekanisme kantral terhadap
nilai  sewa juga menegasikan
transaksi ekonomi riil yang terjadi,
mengakibatkan terjadinya negative
tax buoyancy, karena pertambahan
gross domestic product yang secara
rill dihasilkan dalam perekonomian
tidak diakomodasi sebagai faktor
yang akan berpengaruh terhadap
kenaikan prenerimaan pajalk,
sehingga penerimaan pajak dihitung
lebih rendah dari potensi penerimaan
yang sesungaunnya,

Rabat 66% yang diberikan kepada
property yang sedang digunakan
membuat kompetisi menjadi
tidak seimbang bagi bangunan
Daru, karena bangunan baru yang

pelum berpenghuni dan  belum
digunakan yang tidak termasuk
dalam  pengecualian  dibebani

kewajiban pragerty tax 100%. Secara
ekonomi, hal ini adalah disincentive

Untuk gertumbuban ekonomi
karena investor menjadi  kurang
berminatl dalam menanamkan

madal di sektor property karena
dengan membuat bangunan baru
mereka harus membayar property
lax yang lebih besar dibandingkan
membeli bangunan lama. Mobilitas
faktor produksi di sektor property
juga terkendala mengingat tenant
lebth memilih menyewa bangunan
yang lama dibandingkan dengan
bangunan yang baru, di sisi lain
renant lama tidak berkeinginan untuk
pindah ke tempat lain, sehingga
mobilitas menjadi terhambar. @
bersambung
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COMMON LAW VERSUS CIVIL LAW SYSTEM DALAM
TAX TREATY INTERPRETATION

Sistem hukum dari negara-negara vang meanganut
eivil low dapat diketzhui dari enactment, atau series of
enactments, atau sering disebut sebagal code, sedangkan
negara-negara yang menganul common faw dapat
diketahui dari putusan-putusan pengadilan’ Delmar
Karlen menvatakan bahwa perbedaan yang paling
mendasar dari kedua sistem tersebut adalah bahwa civit
law lahir dan proses pembuatan Undang-Undang vang
kemudian dikodihkasi. Sedangkan common law, lahir
dari putusan-putusan pengadilan (case law). Qleh karena
ity, terminalogil “common fow” biasanya digambarkan
sebagal judge-maode law untuk membedakannya dari
Undang-Undang yang disahkan eleh parlemen.- i
negara yang menganut coayman law, case law memegang
peranan yang sangal penting dalam sistem hukum
mereka, namun demikian bukan berarti case low tidak
mendapatkan tempat di negara-negara yang menganut
civil v karena dalam perkembangannya, case law juga
dipergunakan sebagal bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan. Bedanya, ¢li negara-negara
yang menganut ovil law tersebut, case faw belum
dijadikan ketetapan formal yang meangikat seperti yang
telah dianut oleh negara-negara common law. Adapun
indanesia, merupakan negara yang menganut civil faw,

PERAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA LAIN
DALAM TAX TREATY INTERPRETATION

RainerProkisch berpendapat bahwadengan tidakadanya

(]

International Tax Court Mstice, menyebabkan putusan
pengadilan dar negara lan perlu untuk dipertimbangkan
agar terjadi harmanisasl atau keseragaman dalam tox frealy
nterpretation karena dianggap mewakill sudut pandang
international tax community, meskipun putusan pengadilan
dari negara lain tidak mempunyal kekuatan hukum yang
mengikat." Philip Baker juga menyarankan bahwa dalam
melakukan ax meaty interpretation, pengadilan  harus
melihat semua putusan pengadilan negara [ain yang dapat
digunakan untuk membantu mereka dalam mengambil
keputusan, "kecuall pengadilan meampunyal keyakinan
yang sangat besar bahwa putusan pengadilan dari negara
lain adalah tidak benar™,

Dalam  rangka untuk menyelaraskan  tax  treaty
interpretation, pengadifan di suatu negare seharusnya
mempertimbangkan putusan pengadilan dari negara lain
(foreign case low) yang mempunyai kesamaan kasus yang
sedang dipersengketakan. Akan tetapi, referensi putusan
pengadilan dari negara lain tersebut tidak boleh dilakukan
secara umum, atau dengan kata lain harus terbatas pada
pasal dan ayvat yang sama dari fax reaty.

sudah banyak putusan pengadilan dari negara lain
diperqunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan
dalam tax treaty interpreration. Putusan pengadilan dari
negara lain juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk
melakukan klarinkasi atas interpretasi pasal-pasal tax trealy
yang sedang dipersengketakan, Akan tetapi, vang perlu
diperhatikan bahwa putusan dar pengadilan negara lain
tidak mempunyai kekuatan hukum yang menagikat bagi
pengadilan di suatu negara. Mamun demikian, jika terjadi
perbedaan interpretasi dengan pengadilan negara lain
atas suatu pasal dalam fgx treaty, diharepkan pengadilan
negara tersebut dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya

I I |I-I.| |r||I | ”“ |



perbedaan,

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk
mempertimbangkan putusan pengadilan dari negara lain
jlika pihak yang berperkara mereferensi putusan pengadilan
dari negara lain sebagal dasar argumentasinya. Dengan
demikian, hakim harus selalu siap terhadap skenario
tersebut dan harus melihat putusan pengadilan dari negara
lain yang mempunyai kesamazndengan kasus yang sedang
dipersengketakan,

PERAN DAN PENDAPAT AKADEMIS!I DALAM TAX
TREATY INTERPRETATION

Philip. Baker menyarankan agar pengadilan dapat
menerima pendapat dari para ahli, seperti international tox
tawyer dan akademisi yang mendalami intermational tax faw,
sebagar alat bukti. Salah satu contoh adalah Pengadilan di
Fijl menggunakan saksi ahli Professor Avery Jones dalam fox
treaty interpretation.t

Di lain pihak, David Rosenbloom tidak sependapat
dengan Philip Baker, Menurut David Rosenblaom, tidak ada
alasan kuat yang mendukung pengadilan dari suatu negara
untuk mengikuti putusan pengadilan negara lainnya jika
putusan pengadilan negara lain tersebut tidak dilakukan
oleh pengadilan tingkat akhir dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat karena negara tersebut
tidak menganut prinsip stare decisis’*

Terkait dengan pendapat akademisi sebagai dasar dalam
memutuskan perkara tax treary interprelation, Mahkamah
Agung Austria dalam putusan-putusannya banyak mengacu
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Repada pendapat para akademisiyang telah dipublikasikan
Sedangkan Pengadilan di Jerman paling banyak menaacu
dan mengutip pendapat para akademisi untuk mendukung
argqumentasi mereka dalam pengambilan putusan, serta
memberikan penjelasan jika putusannya tidak mengikuti
pendapat dari para akademisi tersebut.'*

SedangkanMahkamahAgungdilndiadalammemberikan
putusan atas kasus treaty shopping Azadi Bachao Adolan v
Union of India mengutip pendapat akademisi Philip Baker
dari buku A Manug! on the DECD Mode! Tax Convention on
Income and Capital dan Kilgus Vogel dari buku On Double
Taxation Conventions (3rd editions),"

Di lain pihak, Pengadilan di Belanda jarang mengacu
pada pendapat para akademisi dalam pengambilan
putusannya,”

PERAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA LAIN DALAM
TAX TREATY INTERPRETATION -PERBANDINGAN

* Austria

Di Austria, pada umumnya putusan pengadilan dari
negara lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat bagi Mahkamah Agung. Akan tetapi, beberapa
putusan dengan sangat jelas mengutip putusan-putusan
dari pengadilan negara lain, terutama dari Jerman. Putusan
dari Pengadilan Jerman dipilih karena mempunyaikesamaan
bahasa dan sistem hukum dengan Austria.”
= Denmark

Pengadilan di Denmark mempertimbangkan putusan
pengadilan dari negara lain vang sedang dipersengketakan
{ohe other Contracting States Courts) dan negara-negara
lainnya (other States Cowrt) yang mengadepsi OECD Mode!
Convention,'™

* Parancis

Oleh karena Perancis tidak menganut prinsip stare
decisis, maka putusan pengadilan dari negara lain tidak
mempunyal kekuatan hukum yang mengikat dalam
pengambilan keputusan.”®

* Finlandia

Di Finlandia, pengadilan telah mempertimbangkan
putusan pengadilan dari negara lain dalam rtax treaty
intecprétation, Terutama, jika putusan tersebut mempunyai
kesamaan dalam pasalyangsedangdipersengketakan dan
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berasal dari negara yang sedang dipersengketakan (the
other Contracting State’s Courts), Akan tetapi, putusan dari
negara lain (ether State’s Court) tidak mempunyail kekuatan
hukum yang mengikat bagi pengadilan Finlandia, ™
7% Belanda

Pengadilan di Belanda jarang sekali menggunakan
putusan pengadilan dari negara lain, akan tetapi hal ini
bukan berartl bahwa putusan pengadilan dari negara
lain sama sekali tidak dapart digunakan. Advacare General
(Penasinat) dari Mahkamah Agung di Belanda seringkali
menggunakan putusan pengadilan dari negara lain dalam
membernkan pendapatnya dan pada umumnya pendapat
dan Advocate Gereral mempunyai pengaruh yang sangat
besar di Mahkamah Agung.”
~ * Yunani

Di Yurmani, meskipun secara praktik belum ada putusan
pengadilan negara lain dijadikan sebagai referensi oleh
pengadilan dalam negeri, akan tetapi Yannopoulos
dalam Administrative and Public Law Review Journal sudah
memberikan saran agar terdapat satu pasal dalam fox
treaty vang membernkan kewajiban kepada negara vang
mengadakan perjanjian tax freaty untuk memhberikan
infarmasi kepada negara lainnya tentang putusan-
putusan pengadilan yang relevan dengan fax rreaty. Hal
ini diharapkan bisa mengembangkan keseragaman dalam
tax treaty interpretatian.’”
' = Portugal

Center for Fiscal Studies Ministiry of Finance Portugal
dan Pengadilan Partugal  mempertimbangkan
putusan pengadilan dar negara lain dalam tox treaty
nterpretation,”

Dalam rangka untuk menyelaraskan
tax treaty interpretation, pengadilan

di suatu negara seharusnya
mempertimbangkan putusan
pengadilan dari negara lain (forerfgn case
law) yang mempunyai kesamaan kasus
yang sedang dipersengketakan

_ *Spanyol

Di Spanyol, meskipun putusan pengadilan dari neqara
lain tidak mempunyal kekuatan hukum wang mengikar,
tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman bagaimana
negara lain memahami pasal yang sama dalam tax treaty
aqgar tﬁrfﬂpai harmonisasi calam melakukan ftax treaty
interpretanion

Di lnggrﬁ hanya ada 2{dua) kasus yang menggunakan
referenst putusan pengadilan dari negara lain, Tidak
banyak digunakannya putusan pengadilan dan negara
lain sebagai referensi mungkin disebabkan kargna';

1. Tidak adanya sentralisasi putusan pengadilan negara
lain yang menyebabkan hakim harus melakukan
penelitian secara perarangan.

2. Ketidakpahaman terhadap sistem hukum negara
lainnya,

3. Masalah perbedaan pemahaman karena perbadaan
hahasa.

= ralia

Pengadilan di ltalia  tidak  begitu
mempertimbangkan putusan pengadilan dari negara lain
dalam pengambilan putusan.”

banyak

_' - == 5 F e LT Py - i
— e M . PRt R I e S =

I{ESIM PULHH IJHN SRHHN

————— iR T T e AL O T
T

- 1 ETL-- '_.J-I i ll 3

.....

nan dalam ta; 1-:’1‘1"[;;55‘ HL%%” IIEII‘I pengaﬂ ilan di negar&negara yang menganur

’f‘f"'#ﬂ"

1,.'-'.-1-_-1

dalan m ginte

gﬁhm ﬁﬂi law, Hakim Pengadilan Pajak sehaiknya

' San-putt @ﬂ@anggdﬂan dari negara lain dan pendapat

rpretasikan suatu tax freaty, karena bukan
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Penghitungan Gross-up PPh Pasal 21
Pegawai Tetap dengan MS Excel

PP Oleh  Hendy Setiawan, S.Sos.

Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bisa jadi
adalah penghitungan yang paling kompleks dalam
dunia perpajakan. Status dan waktu masuk pegawal
ke perusahaan merupakan salah satu variabel yang
menyebabkan bervariasinya cara menghitung PPh Pasal
21. Kondisi ini akan semakin rumit lagi jika perusahaan
memutuskan untuk memberikan tunjangan pajak
dengan sistem Gross up kepada para pegawainya.

Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross
up akan sama dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya.
Metade Gross up memberikan tunjangan pajak sebesar
100% dari PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Jika
penghitungan PPh Pasal 21 dengan kondisi ini dilakukan
secara manual bisa jadi akan memakan waktu yang cukup
lama dan diragukan keakuratannya, Tentu saja hal ini
menjadi mudah jika perusahaan menggunakan Seftware
Payroll dan PPh Pasal 21 yanqg beredar di pasaran, Karena
faktor harga dan masalah teknis pemakalan, masih
banyak perusahaan yang belum menggunakan software
tersebut untuk menghitung PPh Pasal 21 pegawainya.

Alternatif lain adalah dengan menggunakan MS Excel
dan fungsi makronya serta pemanfaatan menu eration
untuk membuat Penghitungan Gross up PPh Pasal 21
Pegawal Tetap. Berikut adalah langkah-langkah dengan
contoh standar di mana masa kerja pegawai yang
bersangkutan diasumsikan 12 bulan. Jika Anda kesulitan
mengikutl petunjuk ini, Anda dapat mendownload file
contoh di hitpy/www.DRTaxorg pada menu Download
(contoh Penghitungan Gross up PPh Pasal 21 Pegawai
Tetap).

Buka Micrasoft Excel Anda, dan pastikan Security
Macro Anda pada posisi Medium. (Menu Teols = Macro
=»5Security ; pada Tab Security Leve!, Pilih Medivm),

et L o | e Fwily
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e e gl ] 4

Proseour im dilakukan agar fungsi makro dapat
dijalankan pada komputer Anda. Pada fungsi makro
terdapat modu! yang nantinya akan Kita gunakan untuk
membuat sebuah fungsi baru yang dapat dijalankan
pada dokumen MS Excel Anda.

Buat format seperti gambar berikut ;
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Pastikan seluruh sel yang menjadi sel penghitungan
pada kolom B bertipe Number dan memiliki pemisah
ribuan. (Klik Kanan = Formar Cells ; pada Tab Number,
pilih Number pada List Box Category dan pilih Use 1060
Seperator)

Membuat fungsi penghitungan pajak dengan tarif
progresif pasal 17, fungsi penghitungan biaya jabatan
dan fungsi penghitungan PTKP.

Jalankan fungsi makro. (Menu Tools = Macro =2 Visual
Basic Editor)

b
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Kemudian buat sebuah modul baru, (Menu Insert |

= Module)

Modul tersebut otomatis di beri nama Modulel, rubah
dengan nama PPh21 melalui jendela Properties.

Doubie klik Modul PPh 21 dan ketikan fungsi berikut
inl, kemudian simpan :

FEnE=3 e HEmSingl ol mFeg ) ! = s
BLiavasabmtan = EfgEs " 0O

IT Hiavadsbs® o e OSSR Thhe

Setelah itu tutup fungsi makro Anda. Sekarang
Anda telah memiliki beberapa fungsi untuk melakukan
penghitungan PPh Pasal 2.

Untuk mengaplikasikan  fungsi  yang  sudah
dibuat, Anda harus menuliskan nama fungsinya |
pada sel yang bersangkutan. Misalnya untuk |
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menghitung biava jabatan Anda dapat menuliskan
"=Biayalabatan(B8)* pada sel B11 (tenpa tanda petik).
Masukan nilai berikut pada masing-masing sel :

PULUELL

Sekarang Anda sudah memiliki program MS Excel untuk
menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Selanjutnya
untuk menghitung tunjangan pajak dengan metode
Grass up Anda harusmengaktifkan Menu Iteration. (Menu
Tools =» Options; Pada Tab Caleulation pilih/aktifkan Menu
Iteratian. Kemudian tutup Form Ophions),

LRSS
optiens || S B
a4 T e ] | Lam T | e ol o
e - o ik Eas | e Ttk .~ = | ik
Rndnter |
R e 0 . |
bt Pt Lo L = T |
suCOTaky saenl jalatn |
e St
el 1 - o
AT i ot I-i My o ghengs: | 7,002
ca s m) e
o Ll mremratp e s w oo red prrul e vaied
v frocheon. o gl o ReTEDL Hee T TS

e e Ty

g

Iterasi (fteration) dalam matematika dapat diartikan
sebagai suatu proses atau metode yang digunakan secara
berulang-ulana (pengulangan) dalam menyelesaikan
suatu permasalahan matematik. Menu [teration pada
konteks ini digunakan untuk mencari hasil yang sesuai
antara Tunjangan Pajak dengan PPh Pasal 21 Terutang.

Untukmengaplikasikanmenuinipilih selB7 (Tunjangan
Pajak) dan tuliskan “=B23" (tanpa tanda petik),

Sistem akan melakukan riset ketika file MS Excel ini
anda tutup, sehingga ketika Anda membuka file ini
kembali sel-sel pada dokumen ini isinya akan menjadi
#NAME? atau #VALUEL Jangan khawatir, cukup hapus
sel B7 (tunjangan pajak) dan tuliskan kembali “=B23"
(tanpa tanda petik) pada sel B7 tersebut,

Selamat Mencoba dan Semoga Bermanfaat. @

g i'
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BJH Clinton pada 'saat kampanye pemiliban Presiden pernah memberkan pertivataan
¢ babwa dia dapal meningkatken penerimaan pajak dengan jumlah vang 'besar’ hanya
§ dergan mengrapkan secara tepat ketentuan atas transfer pricing terhadap perusahaan
) multinasional yang berads di Amenka Serikat, Hal ini dilekukan mengingdt perusahaan
I multinasions] tidak mempunyal hak suara galam pemilihan umum.! Kemudian, Senstar
| Byron Dorgan meminta bantuan kepadg Paksi dan Zdanowicz untuk: melakukan studi
'| tentang transfer pricing dengan hasil studi me enyalasan bahwa akibat praktik manipulass
"|L transfer pricing yang dilakukan oleh perusahazrn multinasional di Amaiika Serixat selama
lahun 2001, neqara Amerika Serikar diperkicakan kshifangan penerimedn pajak sebesar
| IUSD 53 Miliar!
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ada tabwan 2002, Perdana Menterl Malaysia® saat itu, Mahathir Mohammad -
rmengingatkan pthak agministrasi pajak Ma'lavsia (internal Revenue Board - IRB) untuk
el memusaizan ferhatian terhadap peroajakan international saperti transfer
pricing dzan perdaganaan melzlul e-commerce.
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Presiden Rusia Viadimir Putin menyerabkan ke parlemen perubahan undang-
uncang pajak khusus mengenal transfer pricing yang dibarapkan sebagai
satah satu faktor penting pedoman kebijakan pajak Rusia untuk tahun 2008.
1010

1 Stephen !-u-:h.,ﬂn:irnl Ig;n.'ntm- Maireen O ﬁﬂﬂﬂgﬁut deipoe Cariges Banmed for Aucoigns Feczms fier Peicong Aldes, Tar Nares
Mrermatiang, 2007, hal 1050,
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Chravnas

MEMBATASI

MEMBATASI KEKUASAAN UNTUK
MENGENAKAN PAJAK

Buku ini membahas seputar kontroversi besarnya kekuasaan
permerintah untuk mengenakan pajak yang banyak dikeluhkan
oleh Wajib Pajak. Hal tersebut bermula dari UUD 1945, yang
karena sifatnya singkat dan supel, tidak mengatur rambu-rambu
pembatasan kekuasaan untuk mengenakan pajak. Pasal 23A UUD
| 1945 hanya mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang
it bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-
Undang (UU), Tidak seperti konstitusi negara Indonesia, konstitusi di
banyak negara, Meksiko misalnya, mengatur pembatasan kekuasaan

KEKUASAAN

untuk
Mengenakan Pajak

Tilq.- R i 0 g e i
Sk aF T Gy ST T b
A kel

lreiaris S0 T8 %%

Bl S, %8Sl 50, |18 Bl Ty

ik SR —

Judul MEmGatas: Kekuasaan ; 3 L A

untuk Mengenakan Psjak untuk mengenakan pajak melalui penerapan prinsip-prinsip ajaran
Biacls o st St Adam Smith, antara lain harus adil dan mempunyai kepastian

Danny Saptriad hukum. Mengingat amanat Pasal 23A UUD 1945 dan ajaran Adam
Bangflit: | Grasitd smith tersebut, maka sudah seharusnya UU Pajak dapat menjamin
e I pengenaan pajak dilakukan secara adil. Semaksimal mungkin masalah
=hal (27) ha pengenaan pajak diatur dalam Pasal-pasal UU, dan seminimal mungkin
Harta Rr. 15.000 mendelegasikannya kepada pemerintah.

PAJAK INTERNASIONAL

Penufle 1 Prof Dr. Guradi, Mac, Ak,
Buku Pajak Internasional ini semula ditulis dalam tahun 1297 sebagai Fenerpit | Lembaga Penrtit FE U
bahan kuliah mata pelajaran Pajak Internasional di lurusan Administrasi Catakan - lamian 2007
Pajak Fakultas lImu Sasial dan Politik Universitas Indonesia. Walaupun tidak Tebal (307) ha
banyak mengalami perubahan sistematika dan materi pada tahun 1999 Harge  +Ro.72.000

buku ini telah direvisi. Namun dalam tahun 2000 telah terjadi perubahan
ketiga Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. selain perubahan peraturan
perundang-undangan perpajakan tersebut, juga telah tejadi perkembangan
yang pesat dalam perdagangan, bisnis dan investasi internasional serta
metode pelaksanaannya, Demikian juga jumlah Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) yang ditutup cleh Indonesia semakin bertambah menjadi
lebih dari 50 negara, termasuk renegosiasi dan penutupan P38 (dengan
Mauritius). Fenomena yang menonjol berikutnya adalah semakin intensifnya
para tax planner untuk menciptakan rekayasa transaksi internasional untuk
menghindari total beban pajak baik di negara sumber, negara domisili

dan negara ketiga dengan melalui special purpase vehicle (SPV) yang
berkedudukan di tax haven countries Dalam rangka mengakomodir bebherapa
fenomena tersebut buku Pajak Internasional revisi 2006 ini diterbitkan,

Revisi buku ini dilakukan ditengah proses pembahasan perubahan

keempat Undang-Undang Nomar 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Secara prinsip walaupun ada tambahan bab baru tentang negara dengan
perlindungan pajak, perencanaan dan penghindaran pajak, sistematika
penulisan buku masih sama yaitu pembahasan aspek internasional
perpajakan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan ditambah P3B dan
dilengkapi praktek-praktek pemajakan dan ketentuan pemajakan di beberapa
negara mitra dan teori-tecri Perpajakan Internasional dari berbagai literatur.




TESTIQ

Seorang ahli psikologi dari Kanada baru-haru ini
menjual sebuah video kaset vang berisi ajaran untuk
melakukan test intelegensia (10) terhadap anjing
peliharaan, Isi dari video tersebur adalah: Jika anda
mengeluarkan uang sebesar USD 15 untuk kaset
video, maka anjing anda dapat dipastikan lebih pintar
dari anda. (Jay Leng)

Dua Pertanyaan

Saya haru saja menelepon konsultan pajak 5avd.

‘Bisakah saat inj saya mengajukan dua pertanyaan?”

Konsultan pajak saya berkata, “ Apa pertanyaan anda
yang kedua?” (Henny Youngman)

Jangan pernah berkata kepada pria bahwa dia sangat
buruk di ranjang. Dia segera akan pergi keluar dan
akan berupaya untuk mendapatkan second opinion.
\Radney Dangerfield)

SPT Tahunan

Anda lebih membutuhkan otak saat mengisi 5PT
Tahunan PPh dibandingkan dengan upaya untuk
mendapatkan penghasilan. (Henny Youngman)

refrps
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Istri dan Temanku

e
_-'FI

Teman baik saya kabur bersama istri sdyd. Saya sangat
kehilangan teman baik saya, (Henny Youngman)

NAMA

Ketika anda pergi bekerja dan menemukan nama anda
ada di banaunan kantor, maka dapat dipastikan anda
adalah orang kaya. Jika nama anda terpampang di
meja kantor, anda berada di kelas menengah, Jika nama
anca tertera di baju vang dipakal saat bekerja, maka
kemungkinan besar anda orang tidak mampu, 5|
(Rich Hall) g
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= Pentingnya Advance Ruling dalam Sistem Self Assessment,
Apakah Sudah Diatur?

= Selamat Tinggal “Tanggung Jawab Renteng”!

= Sanksi atas Wajib Pajak Semakin Agresif:
Wajib Pajak Tidak Salahpun Dikenakan Sanksi!

* Ombudsman Pajak

= Konsep Permanent Establishment (PE) dalam Penentuan Hak Pemajakan
Suatu Negara

HARGA BERLANGANAN:

’ ' 1 Tahun (12 Edisi ): Rp 300.000
Ya! mohon dicatat sebagai pelanggar l nSI d e ‘ DISE 10%
DATA PELANGGAN sl A
Nama
Jabatan  m———— - Khusus beriaku untuk pembayaran
Perusahaan @  Bagian - pada bulan November 2007

Alamat Kirim

Kota - _Kode Pos

Telzpan e 2 Fax.
P
Emadd S ~
PEMBAYARAN TRANSFER BANK KE informasi hubungi : i
BCA KCP Ruko Artha Gading e SMS: 0856 9212 8839, ketik: Nama#Alamat Lengkap

AC. 8400031020
a/n PT DIMENSI] INTERNASIONAL TAX
sefa cantumkan nama lengkap peianggan

® Email: insidetax@dannydarussalam.com
& www.dannydarussalam.com

® Ferry/Ratih Telp. 021 450 6738 Fax. 021 4584 2713

MAJALAH dikirim setelah bukti pembayaran dan e Fatiyah Telp. 021 478 65714
formulir berlangganan ini diterima.

"Wika ada perubahan alamat kinm yang dituju, segeara hubungi kami!
Untuk pelanggan luar Jabodetabek ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 30,000 -tahun

Kirim formulir ini dan bukti pembayaran ke no fax. 021 4584 2713 atau email: insidetax@dannydarussalam.com
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THE 6™ ACIE_L W RADIAL meblimetar  3aatnya tinggalkan kekhawatiran Anda dan alami sensasi The Real SUV -
i o e i e New Ford Escape VVT. Nikmati paket bebas biaya perawalan rulin selama 1 lahun
W D S e atau sampai 30.000 km™ untuk pembelian New Ford Escape VVT periode 2 Oktober

2007 sampai 31 Desember 2007. Segera hubungi Ford Superstore terdekat di kota Anda,

e+ S Caegony * Svaral dan ketlentuan Geérlaky _,-—
www.ford.co.id Make Every Day Exciting

Ford Superstone: Ford laleTem 07 1-530005 71, Ford Jak=Sel O 1-7 5% 1508 Ford Jak-Pus (071431060500 Kelapa Gading 077-457 3988 Ford Jak-Bar 071 5651127, Ford Bandheng (0777320808
Fard Denpasar Gatot Soebroto: (1141 2602605 0561 747 270 Teuls Umar, 0041 265461 Ford Medan 06| £6118 13, Rantau Prapat 0624 22405 22515 Danda Aecedy D45 | I‘ IE, Ford Padang C751°371 12
Ford Peduinkans (751 B57500 Fl:rtlF;‘H:_rl‘:L‘l-._'lrrg_[l’ 1 3733157 Focd Bayarynasas 0511327000 Ford Badlkpapan, 1542687768248 Ford Samarasda 05417 1070 Fordd Makasor D127 000 e Himgan
Ford Manado 0437 821571 Ford Sorgiwy C051 30028 Ford bwmpura 0567523477 Semvice Parmmers Circbon, 70717 207711, Semarang, 004 55 TIES, Surabeses 037 5280705 BEROETI Temalea 0200 373884



